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ABSTRAK 
 
Hery Afriady Ramli, B 111 06 734, dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap 
Proses Pembuktian Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 
79/Pid. B/2012/Pn.Takalar). Dibawa bimbingan Aswanto sebagai Pembimbing I 
dan Nur Azisah, sebagai pembimbing II.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penuntut Umum 
membuktikan adanya tindak pidana narkotika dalam perkara Nomor 79/Pid. 
B/2012/Pn.Takalar , serta Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan 
perkara pidana Nomor 79/Pid. B/2012/Pn.Takalar. 
 Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Takalar, yakni Kejaksaan Negeri 
Takalar dan Pengadilan Negeri Takalar dengan menggunakan metode data primer dan 
data sekunder. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1)  proses pembuktian 
tindak pidana Narkotika dalam perkara pidana nomor 79/Pid. B/2012/Pn.Takalar, 
adalah bahwa berdasarkan hasil penelitian, penulis menganggap semuanya sudah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam 
membuktikan dakawaannya, Penuntut Umum mengumpulkan alat bukti berdasarkan 
ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni keterangan saksi sebanyak 3 (tiga) 
orang, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa. Kemudian membuktikan lainnya 
berupa barang bukti yakni 2 (dua) paket/bungkusan plastic bening yang berisikan 
serbuk/butiran Kristal berwarna putih yang diduga zat narkotika Golongan I jenis 
shabu, 7 (tujuh) paket/bungkusan plastic bening yang berisikan serbuk/butiran Kristal 
berwarna putih yang diduga narkitka jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar kertas 
berwarna putih kuning, 1 (satu) batang besi warna krom dan ujungnya berwarna putih 
berbentuk pipa yang berukuran kecil, 1 (satu) kotak warna hitam terbuat dari besi, 
1(satu) buah HP merk Nokia, Uang tunai sejumlah Rp. 1.318.000,- (satu juta tigaratus 
delapanbelas ribu rupiah), 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul warna merah No. 
Pol. DD 3530 CA, 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna hitam lengan pendek. 
Berdasarkan upaya pembuktian oleh Penuntut Umum, maka hakim dalam putusannya 
menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan 
tindak pidana menggunakan Narkotika. (2) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan berdasarkan pada dakwaan penuntut umum dan apa yang terbukti di 
persidangan sesuai dengan alat bukti dan barang bukti ditambah dengan keyakinan 
hakim serta didasarkan pada alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan 
terdakwa.  
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  BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia indonesia yang berkualitas 
bagi pembangunan nasional dan mampu memiliki jiwa kepemimpinan serta 
memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Republik 
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, 
diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, 
pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan social serta perlindungan 
dari segala kemungkinan yang membahayakan masyarakat seperti terjadinya 
tindak pidana pada umumnya dan tindak pidana narkotika secara khusus. 
 Tindak pidana sebagai fenomena social yang terjadi di muka bumi mungkin 
tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika social 
yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Masalah tindak pidana ini 
nampaknya akan terus bekembang dan tidak pernah surut baik dari segi kualitas 
maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi 
masyarakat dari Pemerintah. 
 Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi peneyelesaian terhadap 
problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang cepat dan tepat. 
Oleh karena itu pembangunan hukun dan hokum pidana pada khususnya, perlu 
lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain 
kodgikasi dan unifikasi bidang hokum tertentu serta penyusunan perundang-
undangan baru sangat dibutuhkan guna dapat meminimalisir terjadi kejahatan 
atau tindak pidana. 
 Berbagai perilaku yang sebelumnya tidak dikenal dan diketahui dalam 
kehidupan masyarakat seperti penyalahgunaan obat-obat terlarang kini semakin 
berkembang dan cenderung mewabah dan menjadi tempat pelarian bagi mereka 
yang tidak mampu mengendalikan dirinya. 
 Berdasarkan realita yang ada bahwa peningkatan terjadinya tindak pidana 
narkotika di Indonesia menunjukkan perkembangan yang buruk dimana 
sebelumnya sebagai tempat persinggahan sekarang sudah menjadi 
pengkomsumsi dan sebagai tempat pemasaran narkotika. 
 Dalam kurun waktu dua dasa warsa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah 
satu Negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat tindak pidana 
narkotika yang berdimensi Internasional untuk tujuan-tujuan komersial dengan 
memiliki jaringan peredaran narkotika di Negara-negara Asia, Indonesia dikenal 
dan diperhitungkan sebagai pasar yang paling prospektif secara komersial bagi 
sindikat Internasional yang berpotensi di Negara-negara sedang berkembang. 
 Dengan meningkatnya tindak pidana narkotika di Indonesia pada umumnya 
disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu : pertama, bagi para pengedar menjanjikan 
keuntungan besar, sedangkan bagi para pemakai dijanjikan ketentraman dan 
ketenangan hidup. Sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. 
Kedua, janji yang diberikan bahwa narkotika itu dapat menghilangkan rasa 
takut terhadap apapun termasuk resiko tertangkap menjadi berkurang dan akan 
menimbulkan rasa keberanian untuk melakukan sesuatu. 
 Tindak pidana penyalahgunaan narkotika memiliki dampak yang dapat 
menyebabkan kematian, ketagihan dan terkena berbagai macam penyakit. Oleh 
karena itu jika masyarakat sudah mengkomsumsi narkotika seiring 
berkesinambungan kekerasan dan kriminalitas akan meningkat serta 
mengancam ketahanan nasional karena generasi kita akan hilang dan hancur 
akibat narkotika ini. Mengingat dengan itu generasi muda diperluka kesadaran 
supaya dapat mengatasi penyeberan narkotika yang bias merusak mental bangsa 
sebagai modal pembangunan bangsa. 
 Motivasi dan penyebab mengapa orang mengkomsumsi narkotika tersebut 
antara lain : sebagai tindakan pemberontakan karena adanya penolakan oleh 
lingkungan seperti adanya perasaan minder, dan juga bisa dipengaruhi oleh 
karena latar belakang dari keluarga yang berantakan, patah hati atau hal-hal 
lainnya. 
 Dalam system hukum di Indonesia bahwa tindak pidana narkotika 
dikualifikasi sebagai kejahatan di bidang narkotika yang diatur dalam undang-
undang narkotika. Bahwa narkotika dalan undang-undang ini merupakan zat 
atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan dari tanaman baik sintetis 
maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan 
kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan 
dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-
golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian 
ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan. 
 Dengan adanya undang-undang narkotika ini pada kenyataannya kasus-kasus 
penyalahgunaan narkotika tetap terjadi dan meningkat. Dengan itu keseriusan 
pemerintah dalam hal upaya penanggulangan bahaya narkotika telah diatur 
sebelumnya dalam undang-undang No.22 Tahun 1997 tentang narkotika 
menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2009, hal ini merupakan salah satu 
upaya untuk meminimalisir penyalahgunaan dan peredaran narkotika secara 
konsisten dan konsekuen. Bahwa didalam Undang-undang tersebut 
memberlakukan ancaman hukuman paling lama 15 Tahun dan denda Rp. 10 
Miliar terhadap pengedar maupun penggunanya dengan membawa barang bukti. 
Sedangkan pelaku yang membawa lebih dari 5 gram narkoba terancam terkena 
ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun dan 
denda maksimum Rp. 10 Miliat ditambah sepertiga masa hukuman. 
 Dengan dikeluarkannya undang-undang narkotika, diharapkan tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika dapat ditekan sampai sekecil-kecilnya, karena 
didalam ketentuan undang-undang tersebut sanksi atau hukuman pidana sangat 
berat dibandingkan dengan undang-undang lain. Hal ini harus dilaksanakan 
secara baik agar fungsi hokum sebagai pengendali social dapat terpenuhi. 
 Penyelesaian mengenai permasalahan mengenai penyalahgunaan narkotika 
ini perlu mendapat perhatian yang cukup besar dari pemerintah dan aparat 
penegak hokum agar segera mungkin mendapatkan tindak lanjut dan solusi. 
 Dengan adanya kekurangan atau celah dalam hukun di Indonesia merupakan 
tantangan yang berat bagi penemu/ilmuwan hokum, dan untuk itu hendaknya 
hokum tidak hanya diteropong dalam bentuk statis (law in book) saja melainkan 
juga bentuk operasionalnya (law in action) yakni bagaimana realitas 
kejadiannya dan bekerjanya penerapan serta penegakan hukum didalam 
kehidupan masyarakat. 
 Berkaitan dengan itu masalah pembuktian dalam penyelesaian perkara tindak 
pidana diatur dalam pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP. Pembuktian ini sangatlah 
penting sebagaimana tujuan dari KUHAP sendiri yakni untuk memberikan 
jaminan dan perlindungan hak kepada terdakwa dan mencari kebenaran yang 
sesungguhnya yaitu kebenaran materil. 
 Berdasarkan fakta, data dan latar belakang masalah tersebut diatas, maka 
penulis tertarik untuk mengangkat, mengkaji permasalahan yang timbul dalam 
sebuah karya ilmiah hukum/skripsi dalam bentuk penelitian yang sistematis dan 
mendasar yang berjudul 
 “Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Pembuktian Tindak Pidana Narkotika 
(Studi Kasus Putusan No. 79/Pid. B/2012/PN. Takalar) 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis akan 
mengkaji beberapa permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini. 
Rumusan masalah adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana Penuntut Umum membuktikan terjadinya tindak pidana narkotika 
dalam perkara pidana Nomor 79/Pid. B/2012/PN. Takalar ? 
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan perkara 
pidana Nomor 79/Pid. B/2012/PN. Takalar ? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Untuk mengetahui bagaimana Penuntut Umum membuktikan adanya tindak 
pidana narkotika dalam perkara pidana nomor 79/Pid. B/ 2012.PN. Takalar. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan 
dalam perkara pidana Nomor 79/Pid. B/2012/PN. Takalar. 
Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi oleh mahasiwa pada 
umumnya terhadap penulisan karya ilmiah hukum ini yang terkait dengan 
tindak pidana narkotika. 
2. Selanjutnya secara praktis hasil penelitian ini juga dapat memberikan 
masukan yang berarti dalam penerapan hukum di Indonesia bagi aparat 
penegak Hukum dalam menangani tindak pidana khususnya tindak pidana 
narkotika. 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tindak Pidana Narkotika 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Dalam sistematika Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa 
tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dapat merugikan orang lain 
yang melawan hukum. Dalam hal ini tindak pidana berarti suatu perbuatan 
yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan juga merupakan 
pelanggaran tarhadap norma atau kaidah social yang telah ada dalam 
kehidupan masyarakat. 
Menurut Wirjono Projodikoro (1986:55) bahwa istilah tindak pidana 
berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu 
strafbaarfeit. Oleh pakar hukum pidana bahwa tindak pidana dalam 
penggunanya yaitu delik, sedangkan oleh para pembuat undang-undang 
menggunakan istilah perbuatan tindak pidana. 
Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) 
bentuk yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan menunjuk suatu 
perbuatan yang menurut nilai-nilai kemasyarakat dianggap sebagai perbuatan 
tercela, meskipun tidak diatur secara tertulis dalam ketentuan undang-undang 
sedangkan pelanggaran mengarah pada perbuatan yang oleh masyarakat 
bukan sebagai perbuatan tercela dan sifatnya terlarang setelah perbuatan itu 
dinyatakan dalam undang-undang ( Moelitjo, 2002: 18) 
2. Pengertian Narkotika  
Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang 
dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang 
menggunakannya yaitu dengan cara memasukkannya ke dalam tubuh. 
Menurut Moh. Taufik et.al (2005:11) istilah narkotika ini bukanlah 
“narcotics”pada farmacologie (farmasi) melainkan sama artinya dengan 
drugs yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan 
pengaruh-pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh sipemakai, yaitu : 
a. Mempengaruhi kesadaran 
b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku 
manusia. 
c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa; 
1. Penenang 
2. Stimulant 
3. Menimbukan hasulinasi (pemakainya tidak mampu membedakan 
antara khayalan dan kenyataan serta kehilangan kesadaran akan 
waktu dan tempat. 
Menurut William Benton (Encyclopedia Britanica, 1970:23) secara 
termonilogis bahwa narcotics is general term for substances that produce 
lethargy or sluper pt the relief of pain. 
Narkotika adalah suatu system umum untuk semua zat yang 
mengakibatkan kelemahan/pembiusan atau mengurangi rasa sakit”. 
Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya 
ditujukan untuk kepentingan umat manusia khususnya dibidang pengobatan. 
Dengan berkembang pesat industry obat-obatan dewasa ini, maka kategori 
zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti halnya tertera dalam undang-
undang narkotika. 
Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut maka 
obat-obat semacam narkotika berkembang pula cara pengolahannya. Namun 
belakangan diketahui pula bahwa zat-zat narkotika tersebut memiliki daya 
kecanduan yang bisa menimbulkan sipemakai bergantung hidupnya terus 
menerus pada obat-obat narkotika itu. Dengan demikian, maka untuk jangka 
waktu yang mungkin agak panjang si pemakai memerlukan pengobatan, 
pengawasan dan pengendalian guna bisa disembuhkan. 
Menurut Sudarto, (Djoko Prakoso Dkk, 1987:480) dalam bukunya 
Kapita selekta hukum pidana mengatakan bahwa : 
“ Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “Narke”, yang 
berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa”. 
Menurut Smith Kline dan French Clinical Staff (Djoko Prakoso Dkk, 
1987:481) mengemukakan definisi tentang narkotika adalah : 
“Zat-zat atau obat-obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau 
pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan 
syaraf central dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat 
yang dibuat dari candu (morphein,codein,methalone)” 
Definisi lain dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat dalam buku 
“Narcotic identification manual” sebagaimana dikutip Djoko Prakoso, 
Bambang Riyadi, dan Amir Mukhisn (Djoko Prakoso Dkk, 1987:481) 
dikatakan : 
“Bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah candu, ganja, kokain, 
zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut, yakni 
morphine, heroin, hasisch, cocain. Dan termasuk juga narkotika sintetis 
yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam 
Hallucinogen dan Stimulant. 
Menurut Verdovende Middelen Ordonatie Staatblad 1972 No. 278 jo No. 
523 yang telah diubah dan ditambah, yang dikenal sebagai undang-undang 
obat bius bahwa : 
“Narkotika adalah bahan-bahan yang terutama yang mempunyai efek 
kerja pembiusan, atau yang dapat menurunkan kesadaran juga 
menimbulkan gejala-gejala fisik dan mental lainnya apabila dipakai 
secara terus menerus dan liar dengan akibat antara lain terjadinya 
ketergantungan pada bahan-bahan tersebut”. 
Menurut Soedjono, (1976;150) bahwa narkotika Pasal 4 V.M.O staatblad 
1927 No. 536 adalah untuk tujuan pengobatan atau ilmu pengetahuan. Obat 
bius kecuali candu olahan, cocaine kasar, codaine hanya dapat diolah dan 
dikeluarkan oleh mereka yang ditentukan undang-undang yaitu : 
a. Apoteker dan ahli kedokteran 
b. Dokter hewan 
c. Pengusaha pabrik obat. 
Sesuai dengan pengertian pasal 1 butir 1 Undang-undang 
Narkotika, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman 
atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat 
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 
mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 
ketergantungan dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana 
terlampir dalam undang-undang ini. 
3. Jenis-jenis Narkotika 
Jenis-jenis narkotika dalam undang-undang narkotika pada Bab III 
Ruang lingkup Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa narkotika digolongkan 
menjadi : 
a. Narkotika golongan I 
Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan 
untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan 
dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan 
ketergantungan. 
b. Narkotika golongan II 
Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan 
digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi 
dan/atau dapat untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta 
mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. 
c. Narkotika golongan III    
Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan 
banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan 
ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan 
ketergantungan. 
Pada lampiran I Undang-undang narkotika tersebut, yang dimaksud 
dengan narkotika golongan I, antara lain sebagai berikut : 
1. Tanaman Papaver Somniferum L, dan semua bagian-bagiannya 
termasuk buah dan jeraminya kecuali bijinya. 
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, dip4roleh dari buah 
tanaman Papaver Somniferum L yang hanya mengalami pengolahan 
sekadar pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar 
morfinnya. 
3. Opium masak terdiri dari  
a. Candu, yakni hasil diperoleh dari opium mentah melalui suatu 
rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan, 
peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan 
maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk 
pemadatan. 
b. Jicing, yakni sisa-sisa dari candu setelah diisap, tanpa memperhatikan 
apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain. 
c. Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing. 
4. Tanaman koka, yaitu tanaman dari semua genus Erythroxylon dari 
keluarga Erythoroxylacae termasuk buah dari bijinya. 
5. Daun koka, yaitu daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam 
bentuk serbuk dari semua tanaman genus Erythroxylin dari keluarga 
yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan 
kimia. 
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang 
dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina. 
7. Kokaina adalah metal ester I bensoil ekgonia, 
8. Tanaman ganja adalah semua tanaman genus cannabis dan semua bagian 
dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja 
atau bagian dari tanaman ganja termasuk dammar ganja dan hasis. 
9. Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo 
kimianya. 
10. Delta 9 tetrahydrocannabinol dan semua isomer serta semua bentuk 
stereo kimianya. 
11. Delta 9 tetrahydrocannabinol dan semua isomer serta semua bentuk 
stereo kimianya. 
Jenis-jenis narkotika tersebut yang biasa kita jumpai mempunyai 
dampak terhadap kehidupan masyarakat khususnya kaum remaja dalam hal 
ini menurut undang-undang narkotika diantaranya adalah : 
1. Candu 
Getah tanaman papaver somniferum didapat dengan menyadap 
(menggores) buah yang hendak masak. Getah yang keluar berwarna putih 
dan dinamai “lates”. Getah ini dibiarkan mengering pada permukaan buah 
berwarna cokelat kehitaman dan sesudah diolah akan menjadi suatu adonan 
yang menyerupai aspal luna. Inilah yang dinamakan candu mentah atau 
candu kasar. 
Candu kasar mengandung bermacam-macam zat aktif yang sering 
disalahgunakan. Candu masak warnanya coklat tua atau cokelat kehitaman, 
ini biasa diperjualbelikan dalam kemasan kotak kaleng dengan berbagai 
macam cap, antara lain ular, tengkorak, burung elang, bola dunia, cap 999, 
cap anjing dan sebagainya. Penggunaannya atau pemakaiannya dengan 
cara diisap.  
2. Morfin 
Morfin adalah hasil olahan dari opim candu/mentah. Morfin 
merupakan alkaloida utama dari opium, dan morfin rasanya pahit, berbentuk 
tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. 
Pemakainya dengan cara diisap dan disuntikkan. 
3. Heroin (Putaw) 
Heroin mempunyai kekuatan yang ada dua kali dari morfin dan 
merupakan jenis opiat yang paling sering disalahgunakan orang Indonesia 
pada akhir-akhir ini. Heroin yang secara farmakologis mirip dengan morfin 
menyebabkan orang menjadi mengantuk dan perubahan mood yang tidak 
menentu. Walaupun pembuatan penjualan dan pemilikan heroin adalah 
illegal, tetapi diusahakan heroin tetap tersedia bagi pasien dengan penyakit 
kanker terminal karena efek analgesic dan euforiknya yang baik 
4. Codein 
Codein termasuk garam/turunan dari opium candu. Efek codein lebih 
lemah daripada heroin, dan potensinya untuk menimbulkan ketergantungan 
lebih rendah. Biasanya dijual dalam bentuk pil atau cairan jernih. Cara 
pemakaiannya ditelan dan disuntikkan. 
5. Demerol 
Nama lain dari Demerol adalah pethidina. Pemakaiannya dapat 
ditelan atau disuntikkan. Demerol dijual dalam bentuk pil dan cairan tidak 
berwarna. 
6. Methadone 
Saat ini methadon banyak digunakan orang dalam pengobatan dalam 
ketergantungan opioid. Antagonis opioid dan ketergantungan oipoid telah 
dibuat untuk mengobati overdosis opioid dan ketergantungan opioid. 
Sejumlah besar narkotik sintetik telah dibuat, termasuk meperdine 
(Demerol), methadone (Dolphine), pentazocine (talwin), dan 
propocypyphene (darvon). Saat ini methadone banyak digunakan orang 
dalam pengobatan ketergantungan oploid. Antagonis oploid telah dibuat 
untuk mengobati overdosis opioid dan ketergantungan opioid. Kelas obat 
tersebut adalah nalaxone (Narcan), naltrxone (trexan), nalorphine, 
lovelorphane dan apomorphine. Sejumlah senyawa dengan aktivitas 
campuran agonis dan antagonis telah desintetis, dan senyawa tersebut adalah 
pentazocine, butophanol (stadol), dan buprenorphine (buprenex). Beberapa 
penelitian yang efektif untuk ketergantungan opioid. Nama popular jenis 
opioid : putaw, etep, PT, putih. 
7. Kokain 
Kokain adalah zat yang adiktif yang sering disalahgunakan dan 
merupakan zat yang sangat berbahaya. Kokain merupakan alkaloid yang 
didapatkan dari tanaman belukar ini biasanya dikunyah-kunyah dan 
penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan. 
Saat ini kokain masih digunakan sebagai anastesik local, khususnya 
untuk pembedahan mata, hidung dan tenggorokan, karena efek 
vasokontrakriktifnya juga membantu. Kokain diklasifikasikan sebagai suatu 
narkotik, bersama dengan morfin dan heroin karena efek adiktif dan efek 
merugikannya telah dikenali. 
Nama lain dari kokain : snow, coke, girl lady dan crack (kokain 
dalam bentuk yang paling murni dan bebas batas untuk mendapatkan efek 
yang lebih kuat. 
4. Jenis Tindak Pidana Narkotika dan Sumber dalam Ketentuan Tindak 
Pidana 
Ruang lingkup Pengaturan Narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 
Tahun 2009 tentang narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau 
perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika. 
Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan kedalam : 
a. Narkotika Golongan I; 
b. Narkotika Golongan II; dan 
c. Narkotika Golongan III 
Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan 
kesehatan. Dalam jumlah terbatas, narkotika Golongan I dapat digunakan untuk 
kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk 
reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan 
Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. 
Narkotika Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik 
alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat. 
Adapun jenis tindak pidana Narkotika dan sumber dalam ketentuan pidana 
adalah sebagai berikut : 
a. Tindak Pidana narkotika yang berkaitan dengan Rencana Kebutuhan 
Tahunan 
 Bahwa dalam hal ini Menteri telah menjamin ketersediaan Narkotika untuk 
kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi. Dalam pasal 9 ayat 3 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang 
Narkotika disebutkan : 
Rencana kebutuhan tahunan Narkotika disususn berdasarkan data 
pencatatan dan pelaporan rencana dan realisasi produksi tahunan yang 
diaudit secara kompherensif dan menjadi pedoman pengadaan, 
pengendalian, dan pengawasan Narkotika secara Nasional. 
b. Tindak Pidana Narkotika yang berkaitan dengan Produksi 
Narkotika hanya dapat diproduksi khusus kepada Industri Farmasi tertentu 
yang telah dimiliki izin sesuai debgan ketentuan peraturan perundang-undangan 
setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. 
Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 35 Tahunn 2009 tentang 
narkotika disebutkan bahwa : 
Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, 
menbuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak 
langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau 
sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau 
mengubah bentuk Narkotika. 
Ancaman pidana bagi mereka yang memproduksi narkotika golongan 
I tanpa hak dan melawan hukum diatur dalam pasal 113 Undang-undang 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
(1) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, 
mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I, 
dipidana penjara paling singkat 5 (Lima) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, 
atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram 
atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan 
tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan 
pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 
pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditambah 1/3 (sepertiga). 
Ancaman pidana bagi mereka yang memproduksi narkotika golongan 
II tanpa hak dan melawan hukum diatur dalam Pasal 118 Undang-undang 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika 
Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) 
tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling 
sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, 
atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana 
dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 
tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
Ancaman pidana bagi mereka yang memproduksi narkotika golongan 
III tanpa hak dan melawan hukum diatur dalam pasal 123 Undang-undang 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika 
Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 
tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling 
sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan memproduksi,mengimpor, mengekspor, 
atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 
15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
c. Tindak Pidana Narkotika yang berkaitan dengan Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi 
 Dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika disebutkan : 
(1) Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan 
pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan 
oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, 
menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu 
pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk 
mendapatkan izin dan penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. 
d. Tindak Pidana Narkotika yang berkaitan dengan Penyimpanan dan Pelaporan 
 Dalam Pasal 14 undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika disebutkan : 
(1) Narkotika yang berada dalam penguasaan industry farmasi, 
pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi 
pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai 
pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan 
secara khusus. 
(2) Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan 
sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan 
masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan 
wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala 
mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran Narkotika yang berada 
dalam penguasaannya. 
Adapun pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyimpanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ketentuan mengenai 
pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif 
oleh menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan berupa : 
a. Teguran 
b. Peringatan 
c. Denda administratif: 
d. Penghentian sementara kegiatan: atau 
e. Pencabutan izin. 
Dalam hal ini bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 
Narkotika disebutkan dalam pasal 64 Undang-undang Nomor 35 tentang 
Narkotika 
Pasal 64 
(1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan 
dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan 
Undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang 
selanjutnya disingkat BNN. 
(2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga 
pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden 
dan bertanggung jawab kepada Presiden. 
Adapun tugas dan wewenang BNN disebutkan dalam Pasal 70 dan 
Pasa 71 Undang-undang Nomor 35 tentang Narkotika. 
Pasal 70 
BNN mempunyai tugas: 
a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai 
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 
gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;  
b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika; 
c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik 
Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan 
dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 
d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan 
rehabilitasi social pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan 
oleh pemerintah maupun masyarakat; 
e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan 
dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 
f. Memantau, mengarahkan, dan meingkatkan kegiatan masyarakat 
dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika 
dan Prekursor Narkotika; 
g. Melakukan kerjasama bilateral dan multirateral, baik regional 
maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran 
gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 
h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor narkotika; 
i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap 
perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika; dan 
j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan 
wewenang. 
Pasal 71 
Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang 
melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 
B. Proses Pemeriksaan Perkara Pidana 
Adapun proses pemeriksaan terjadinya tindak pidana adalah sebagai 
berikut : 
1. Penyelidikan 
Pengertian penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 
KUHAP, yaitu : 
Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari 
dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna 
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur 
dalam undang-undang ini. 
Lebih lanjut dijelaskan bahwa penyidik adalah pejabat kepolisian 
Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk 
melakukan penyelidikan. 
Adapun mengenai tata cara penyelidikan yang diatur dalam KUIHAP 
adalah sebagai berikut : 
a. Penyelidik harus segera melakukan penyelidikan setelah adanya laporan, 
mengetahui sendiri ataupun adanya pengaduan bahkan tertangkap tangan. 
b. Dalam melaksanakan tugasnya, penyelidik wajib menunjukkan tanda 
pengenalnya. 
c. Dari tindakan yang dilakukan, penyelidik wajib membuat berita acara dan 
melaporkannya kepada penyidik se daerah wilayah hukum. 
d. Dalam melaksanakan tugasnya penyelidik dikordinasi, diawasi, dan diberi 
petunjuk oleh penyidik. 
Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa penyelidikan 
merupakan tindakan awal yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian untuk 
melakukan pemeriksaan benar tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana setelah 
adanya laporan, mengetahui sendiri ataupun adanya pengaduan. 
2. Penyidikan 
Mengenai pengertian penyidikan, diatur dalam pasal 1 butir 2 KUHAP 
adalah bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal 
dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti untuk membuat terang tentang pidana 
yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 
Lebih lanjut dijelaskan bahwa penyidik adalah pejabat kepolisian 
Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang 
khusus oleh undang-undang ini untuk melakukan penyidikan. 
Dalam melaksanakan tugas, penyidik memiliki beberapa wewenang 
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, yaitu : 
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak 
pidana. 
b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian 
c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tenda pengenal diri 
tersangka. 
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. 
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 
f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang 
g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi 
h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 
pemeriksaan perkara. 
i. Mengadakan penghentian penyidikan 
j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 
Setelah proses penyidikan selesai, kemudian penyidik membuat berkas 
perkara kepada penuntut Umum (Pasal 10 ayat (1) KUHAP). Namun jika 
Penuntut Umum merasa hasil penyidikan itu masih kurang, maka akan 
dikembalikan kepada penyidik untuk diperbaiki dengan petunjuk untuk 
dilengkapi sampai sempurna (P21). 
Berdasarkan dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa 
penyidikan merupakan tindak lanjut setelah dilakukan penyelidikan untuk 
mengumpulkan barang bukti dengan tujuan memudahkan dalam pencarian 
tersangkanya. 
3. Penuntutan 
Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP, pengertian 
penuntutan adalah merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan 
perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut 
cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa 
dan diputuskan oleh hakim disidang pengadilan. 
Sedangkan dalam pasal 14 KUHAP mengatur wewenang Penuntut 
Umum, yakni : 
a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau 
penyidik pembantu. 
b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan 
memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan member 
petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikkan dari penyidik. 
c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau 
penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya 
dilimpahkan oleh penyidik. 
d. Membuat surat dakwaan 
e. Melimpahkan perkara ke pengadilan 
f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan 
waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada 
terdakwa maupun saksi, untuk dating pada siding yang telah ditentukan. 
g. Melakukan penuntutan 
h. Menutup perkara demi kepentingan hukum 
i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai 
penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini. 
j. Melaksanakan penetapan hakim. 
Dalam hal ini Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh 
undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan 
hakim (Pasal 1 butir 6b dan pasal 13 KUHAP). Sedangkan jaksa adalah pejabat 
yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai 
penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir 6a KUHAP). 
4. Pemeriksaan Sidang Dalam Pengadilan 
Setelah penuntut umum melimpahkan suatu perkara ke pengadilan yang 
berwenang, maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan dalam siding pengadilan. 
Adapun proses atau cara yang biasa dan pada umumnya dilakukan 
dalam pemeriksaan siding di pengadilan berdasarkan dalam KUHAP adalah : 
1. Pemerikasaan kepada terdakwa yang dilakukan oleh Hakim yang ditunjuk 
oleh Ketua pengadilan (Pasal 152 KUHAP). 
Dalam pemeriksaan terdakwa, terdapat beberapa hal penting yang perlu 
diperhatikan seperti, pemeriksaan dilakukan secara lisan dalam bahasa 
Indonesia yang dapat dimengerti, ataupun pemeriksaan dilakukan dengan 
hadirnya terdakwa dan dapat dipanggil secara paksa. 
2. Pembacaan surat dakwaan yang dilakukan oleh Penuntut Umum. 
Hal ini dijelaskan dalam pasal 155 ayat 2a KUHAP bahwa sesudah itu 
hakim ketua siding meminta kepada penuntut umum untuk membacakan 
surat dakwaannya. 
3. Keberatan (Eksepsi) terdakwa atau penasehat hukum (pasal 156 KUHAP). 
4. Putusan sela. 
5. Pembuktian/pemeriksaan alat-alat bukti dan barang bukti 
6. Tuntutan Pidana oleh penuntut umum. 
Penuntutan atau dikenal juga dengan istilah requisitoir adalah langkah 
selanjutnya yang diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum dalam lanjutan 
siding pengadilan suatu perkara pidana setelah pemeriksaan alat bukti atau 
pembuktian. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum 
mengajukan tuntutan pidana. 
7. Pembelaan (pleidoi) terdakwa/penasehat hukum. 
Pembelaan ini dapat dilakukan sendiri oleh terdakwa dan juga penasehat 
hukumnya. Tapi pada prakteknya biasanya pembelaan hanya dilakukan oleh 
penasehat hukum. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat mempengaruhi 
hakim dan memutuskan perkara. 
8. Putusan hakim 
5. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan semata-mata 
harus didasari rasa keadilan bukan semata-mata hanya berlandaskan 
pertimbangan hukum melainkan harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada 
dalam persidangan. 
Adapun faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan hakim sebagai 
dasar untuk memutuskan suatu perkara adalah 
a. Melihat kesalahan pembuat atau pelaku tindak pidana. 
b. Memperhatikan motif dan tujuan pelaku melakukan tindak pidana 
c. Hakim juga dapat mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal 
yang memberatkan. 
Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif (1998;52) bahwa keputusan dalam 
pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas baik yang menyangkut 
langsung dengan pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. 
Keputusan yang dianggap tidak tepat, akan menimbulkan reaksi kontroversi 
sebab kebenaran dalam hal ini sifatnya relatif tergantung darimana kita 
memandangnya. 
Sedangkan menurut Soedikno (1999:107) bahwa Negara Indonesia 
menganut asas “the persuasive of president” yang menurut asas ini bahwa 
hakim diberi kebebasan dalam memutuskan suatu perkara tanpa terikat dengan 
keputusan hakim terdahulu sehingga hakim dapat mengambil keputusannya 
berdasarkan keyakinannya. Namun kebebasan itu tidak mutlak adanya, karena 
keputusan yang diambil harus konstitusional dengan tidak sewenang-wenang 
dan harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah. 
Berdasarkan dengan uraian di atas bahwa kekuasaan kehakiman 
mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman itu sendiri tidak ada 
campur tangan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan, agar apa yang 
diputuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan 2 (dua) pihak yang 
berperkara memiliki rasa kepuasan atas putusan hakim dan mencapai tujuan 
hukum yang sebenarnya yaitu rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum 
dalam kehidupan masyarakat. 
C. Pembuktian Dalam Peradilan Pidana 
1. Pengertian Pembuktian 
Dalam tahapan pembuktian peradilan pidana secara procedural 
merupakan tahapan yang signifikan dalam upaya mencari dan menemukan 
kebenaran materil. Secara teoritis pengertian membuktikan dalam pandangan 
beberapa pakar hukum mempunyai keragaman definisi. 
Menurut Subekti (2001:1) menjelaskan bahwa 
“Membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau 
dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan” 
Secara etimologi, kata membuktikan dalam bahasa belanda adalah 
merupakan terjemahan dari kata bewijzen yang berarti usaha untuk menyatakan 
kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal kebenaran 
peristiwa tersebut. 
Dalam pemeriksaan perkara-perkara pidana hakim diwajibkan untuk 
memeriksa dan menyelidiki kebenaran dari perbuatan-perbuatan yang ditujukan 
seseorang tertuduh. 
Menurut Van Bemmelen (Ansorie Sabuan : 1990:185-186) mengatakan 
bahwa  
“Pembuktian ialah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan 
jalan memeriksa dan penalaran dari hakim : 
a. Mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau 
perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi. 
b. Mengenai pertanyaan mengapa peristiwa ini 
terjadi. 
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pembuktian terdiri dari : 
1. Menunjukkan peristiwa-peristiwa yang dapat 
diterima oleh panca indera. 
2. Memberikan keterangan tentang peristiwa-
peristiwa yang telah diterima tersebut. 
3. Menggunakan pikiran yang logis. 
Dengan demikian pengertian membuktikan adalah sesuatu yang 
menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh panca indera, dengan 
mengutamakan hal-hal tersebut disertai berpikir secara logika. Pembuktian ini 
dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutuskan perkara. Dalam hal 
ini yang harus dibuktikan adalah kejadian konkrit, bukan sesuatu yang abstrak. 
Maka dari itu dengan adanya pembuktian maka hakim bisa memutuskan 
meskipun tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri dengan terjadinya suatu 
peristiwa pidana dan dapat pula menggambarkan dalam pikirannya apa yang 
sebenarnya terjadi, sehingga dapat memperoleh keyakinan atas terjadinya suatu 
tindak pidana. 
2. Teori Pembuktian 
Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada 
beberapa sistem atau teori pembuktian perbuatan yang didakwakan. Sistem dan 
teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat (Negara). Indonesia 
sama halnya dengan belanda dan Negara-negara Eropa Kontinental lainnya 
yang menganut bahwa hakimlah yang menilai alat bukti yang diajukan dengan 
keyakinannya sendiri dan bukan juri seperti Amerika Serikat dan juga Negara-
negara anglo Saxon 
Dalam hukum acara pidana, secara teoritis dikenal adanya 4 (empat) 
macam teori pembuktian, yaitu (Andi Hamzah;2000:245) : 
a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif 
“wetteleijk stessel” 
Pengertian dari teori pembuktian ini adalah bahwa apabila dalam 
pertimbangan keputusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan 
sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang tanpa 
diperlukan keyakinan, yakni hakim dapat menjatuhkan putusannya. 
Teori pembuktian yang didasarkan undang-undang ini mempunyai alasan 
untuk menyingkirkan segala pertimbangan hakim yang bersifat subyektif, oleh 
karena itu mengikat secara tegas supaya hakim tergantung pada ada atau 
tidaknya sejumlah alat bukti yang formal dalam tercantum dalam undang-
undang cukup untuk menjatuhkan putusan, sekalipun putusan yang telah di 
jatuhkan itu menurut perasaan dan keyakinan belum mantap bagi hakim sendiri, 
tetapi harus dibuat keputusan untuk mengadili perkara yang bersangkutan. 
Pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif ini mempunyai 
keuntungan untuk mempercepat perkara dan bagi perkara pidana yang ringan 
dapat memudahkan Hakim dalam mengambil keputusan, karena resiko 
kekeliruannya kemungkinan kecil sekali. 
b. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim “Conviction intime” 
Teori pembuktian ini berbeda dengan teori pembuktian berdasarkan 
undang-undang secara positif. Sebab jika dalam pertimbangn Hakim telah 
menganggap terbukti suatu perbuatan atau sesuai dengan keyakinan yang timbul 
dari hati nurani atau sifat bijaksana seorang Hakim, maka dapat dijatuhkan 
suatu putusan. 
Sistem pembuktian ini member kebebasan kepada Hakim terlalu besar 
sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit 
untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini Hakim dapat memidana terdakwa 
berdasarkan keyakinannya bahwa ia (terdakwa) telah melakukan tindak pidana 
sesuai dengan apa yang didakwakan. 
Dalam sistem ini terdapat kelemahan yaitu Hakim dapat saja 
menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar 
keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya Hakim 
leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun 
kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, 
selama Hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. 
c. Sistem pembuktian menurut keyakinan Hakim dalam batas-batas tertentu 
atas alasan logis “laconviction raisonel” 
Dalam teori pembuktian ini putusan hakim didasarkan atas keyakinannya 
tetapi harus disertai pertimbangan dengan alasan yang jelas dan logis. Disini 
pertimbangan hakim dibatasi oleh reasoning yang harus reasonable. 
d. Pembuktian menurut undang-undang secara negative “negatif wettelijk 
stessel”. 
Sistem pembuktian ini berada diantara sistem positif wettelijk dan sistem 
Conviction resionee. Salah tidaknya terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim 
yang didasarkan pada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-
undang. 
Dengan demikian bahwa sistem pembuktian yang dianut peradilan pidana 
Indonesia adalah sistem pembuktian negative wettelijk stessel atau sistem 
pembuktian menurut undang-undang secara negative, diharuskan bahwa 
kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan 
dengan alat bukti minimum yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan 
bahwa telah terjadi tindak pidana dan benar terdakwa tersebut adalah 
pelakunya. 
D. Alat Bukti Dalam Perkara Pidana 
1. Pengertian Alat Bukti 
Alat-alat bukti secara etimologis dalam peradilan pidana merupakan alat 
yang digunakan oleh hakim untuk meyakinkan dirinya dalam memutuskan 
suatu perkara pidana. 
Pengertian alat bukti menurut Atang Ranoemiharja (1976:57) 
mendefinisikan bahwa alat bukti merupakan 
Alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu kegiatan dimana alat-alat 
tersebut dapat diperguanakan sebagai bahan pembuktian guna 
menimbulkan keyakinan atas kebenaran adanya tindak pidana yang 
dilakukan oleh tertuduh 
2. Jenis-jenis Alat Bukti 
Adapun jenis alat-alat bukti yang sah diakui dalam KUHAP terdiri 
atas lima macam, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 184 ayat 1 
KUHAP yaitu sebagai berikut : 
a. Keterangan Saksi 
Seseorang yang dapat menjadi saksi dalam suatu proses peradilan 
yaitu bahwa orang yang bersangkutan dianggap mempunyai pengetahuan 
tentang sebuah fakta dari suatu kasus yang sedang dalam proses peradilan. 
Pengetahuan yang dimiliki oleh seorang yang menjadi saksi adalah 
menyangkut suatu hal yang ia lihat, ia rasakan, maupun yang ia alami 
sendiri. 
Terkait dengan penjelasan diatas, maka KUHAP menegaskan bahwa 
menjadi saksi dalam perkara pidana merupakan salah satu kewajiban bagi 
setiap orang. Ketentuan ini didasarkan pada penjelasan Pasal 159 ayat (20) 
KUHAP yang menyebutkan : 
“ Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang 
menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu pengadilan untuk memberikan 
keterangan tetapi menolak kewajiban itu, ia dapat dikenakan pidana 
berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. 
Pada umumnya keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling 
utama dalam perkara pidana. Bisa dikatakan bahwa tidak ada perkara pidana 
yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Ditinjau dari segi 
nilai pembuktian atau “the degree of evidence” bahwa keterangan saksi 
mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa 
pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Dalam arti bahwa 
agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang 
memiliki nilai kekuatan pembuktian harus oleh aturan ketentuan sebagai 
berikut : 
a) Harus mengucapkan sumpah atau janji 
Hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP yang teknis 
pelaksanaanya dilakukan menurut cara agamanya masing-masing, dan 
lafal sumpah atau janji itu berisi bahwa saksi akan memberikan 
keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang 
sebenarnya. 
b) Keterangan saksi yang bernilai alat bukti 
Tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti, 
keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai 
dengan apa yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 27 KUHAP, yaitu : 
1. Yang lihat sendiri 
2. Saksi mendengar sendiri 
3. Saksi alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya 
atau terjadi tindak pidana. 
Agar keterangan saksi itu dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan 
saksi itu harus dinyatakan di siding pengadilan. 
c) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup 
Keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan seorang 
terdakwa harus dipenuhi paling sedikit sekurang-kurangnya dengan 2 
(dua) alat bukti. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (2) 
KUHAP dan sesuai juga dengan ketentuan asas “unus testis nullus 
testis”. 
b. Keterangan Ahli 
Secara yuridis KUHAP memberikan ketentuan yang cukup jelas 
mengenai kapan kesaksian keterangan ahli dibutuhkan dan dalam kasus-
kasus apa diantaranya yang membutuhkan keterangan ahli seperti sebab 
kematian seseorang dan lain-lain. 
Keterangan ahli tersebut bisa diminta dengan diklasifikasikan pada 2 
(dua) tahap yaitu tahap yaitu tahap penyidikan dan persidangan. M. Yahya 
Harahap (2000:275). Lebih jelasnya diuraikan bahwa dengan membaca 
ketentuan pasal 133 dihubungkan dengan penjelasan pasal 186 KUHAP, 
jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti ialah dapat 
melalui prosedur sebagai berikut : 
1. Diminta penyidik pada tahap pemeriksaan penyidikan 
Tata cara dan bentuk atau jenis keterangan ahli sebagai alat bukti 
yang sah pada bentuk ini mengandung pengertian : 
a. Diminta dan diberikan ahli pada saat penyidikan, jadi pada saat 
penyidikan demi untuk kepentingan peradilan, penyidik dapat meminta 
keterangan ahli. Permintaan itu dilakukan penyidik secara tertulis 
dengan menyebutkan secara tegas untuk hal apa pemeriksaan itu 
dilakukan. 
b. Atas permintaan penyidik ahli yang bersangkutan membuat laporan. 
Laporan tersebut bisa berupa surat keterangan yang lazim disebut vizum 
et refertum. 
c. Vizum et refertum itu dibuat oleh ahli yang bersangkutan mengingat 
sumpah diwaktu ahli menerima jabatan atau pekerjaan. 
2. Keterangan ahli yang diminta dan diberikan di persidangan 
Permintaan ahli dalam pemeriksaan di siding pengadilan diperlukan 
apabila ada waktu pemeriksaan penyidikan belum ada dan belum pernah 
diminta keterangan ahli. Akan tetapi bisa juga terjadi, sekalipun penyidik 
dan penuntut umum waktu pemeriksaan penyidikan telah memerintah 
keterangan ahli, jika ketua sidang atau terdakwa maupun penasehat hukum 
menghendaki menganggap perlu didengar keterangan ahli di sidang 
pengadilan, supaya bisa member petunjuk dalam terjadinya suatu tindak 
pidana di muka persidangan. 
c. Alat bukti surat 
Menurut Pitlo (Martiman Prodjohamidjojo : 1983:24) 
mengemukakan bahwa surat adalah pembawa tanda-tanda tangan bacaan 
yang berarti dapat menterjemahkan suatu isi pikiran. 
Ketentuan yuridis mengenai alat bukti surat dapat kita ketahui dalam 
Pasal 187 KUHAP bahwa surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang 
sah menurut undang-undang adalah : 
1. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan 
2. Surat yang dikuatkan dengan sumpah 
Parameter untuk mengukur kekuatan pembuktian surat sebagai alat 
bukti yang sah dapat dilihat dari dua segi, yaitu : 
1. Ditinjau dari segi formal 
Alat bukti surat yang disebut dalam pasal 187 KUHAP adalah alat 
bukti yang sempurna, sebab bentuk-bentuk surat yang disebut didalamya 
dbuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan dalam perundang-
undangan. Oleh karena itu, alat bukti resmi mempunyai nilai pembuktian 
formal yang sempurna dan dengann sendirinya bentuk dan isi surat tersebut 
adalah sebagai berikut : 
a. Sudah benar, kecuali dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lain 
b. Semua pihak tidak dapat lagi menilai kesempurnaan bentuk dan 
perbuatannya. 
c. Tidak dapat lagi menilai kebenaran keterangan yang dituangkan pejabat 
yang berwenang di dalamnya sepanjang isi keterangan tersebut tidak 
dapat dilumpuhkan oleh alat bukti lain. 
d. Dengan demikian ditinjau dari segi formal isi keterangan yang tertuang 
di dalamnya hanya dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lain baik 
berupa alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli ataupun keterangan 
terdakwa. 
2. Ditinjau dari segi materiil 
Dari sudut materiil semua bentuk alat bukti surat yang disebut dalam 
pasal 187 KUHAP bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat. 
Karena pada diri alat bukti surat itu tidak melekat kekuatan pembuktian 
yang mengikat. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat sama halnya 
dengan nilai kekuatan pembuktian saksi dan alat bukti lainnya yaitu sama-
sama mempunyai kekuatan pembuktian secara bebas. Oleh karena itu nilai 
kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim yang didasarkan pada 
beberapa asas dalam proses pemeriksaan perkara pidana, yaitu antara lain : 
a. Asas mencari kebenaran materiil, bukan kebenaran formal 
b. Asas keyakinan hakim 
c. Asas batas minimum pembuktian. 
Dengan alasan dan penjelasan yang diuraikan diatas dapat 
disimpulkan bahwa bagaimanapun sempurnanya nilai pembuktian surat, 
kesempurnaan itu tidak merubah sifatnya menjadi alat bukti yang 
mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas, tergantung pada hakim untuk 
secara bebas menilainya. 
d. Alat bukti petunjuk 
Petunjuk sebagai alat bukti dapat kita ketahui pada ketentuan yang 
terdapat dalam pasal 188 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan bahwa 
petunjuk adalah perbuatan atau kejadian atau keadaan yang karena 
persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengann 
tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak 
pidana dan dapat diketahuit siapa pelakunya. 
Menurut Yahya Harahap (2000:287) definisi petunjuk diatas secara 
konkrit sulit untuk diwujudkan dalam proses peradilan, karena menurutnya 
bila hakim ingin menjadikan petunjuk sebagai alat bukti dan sekaligus 
menghadirkannya sebagai landasan atau pertimbangan dalam menjatuhkan 
putusan, bila tidak dilakukan secara teliti dan kehati-hatian maka yang 
terjadi hanyalah bentuk kesewenang-wenangan atas nama hukum dan 
keadilan. Oleh sebab itu ia kemudian menyarankan supaya hakim tidak 
sembrono dalam menggunakannya, serta lebih baik menghindari alat bukti 
petunjuk sebagai dasar penilaian pembuktian atas terjadinya suatu tindak 
pidana. 
Dalam rangka membuktikan kesalahan terdakwa sesuai dengan yang 
telah didakwakan, maka diperlukan beberapa petunjuk dimana undang-
undang menyebutkan kejadian atau keadaan yang karena ada 
persesuaiannya. Dengan demikian kejadian tersebut dipandang sebagai 
petunjuk-petunjuk karena ada persesuaian dengan tindak pidana yang terjadi 
dimana antara kejadian itu ada hubungannya yang masuk akal (logis). 
e. Keterangan Terdakwa 
Dalam pasal 189 KUHAP menjelaskan bahwa keterangan terdakwa 
sebagai berikut : 
a. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa sampaikan di 
persidangan tentang apa yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau ia 
alami sendiri kejadian tindak pidana. 
b. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat 
digunakan untuk membantu menemukan bukti jika keterangan terdakwa 
tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai 
hal-hal yang didakwakan kepada yang bersangkutan. 
c. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri 
d. Keterangan terdakwa saja, tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia 
bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan 
harus disertai alat bukti lainnya. 
3. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti 
Adapun kekuatan pembuktian terhadap alat-alat bukti ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Alat bukti keterangan Saksi 
Kekuatan pembuktian alat bukt keterangan saksi merupakan alat 
bukti yang bebas dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang 
sempurna dan tidak menentukan, sama sekali tidak mengikat hakim. Hakim 
memiliki kebebasan dalam menilai kesempurnaan dan kebenarannya. 
Tergantung pada penilaian hakim untuk menganggapnya sempurna atau 
tidak. Tidak ada juga keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran 
setiap keterangan saksi karena hakim memiliki kebebasan dalam menilai 
kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu apakah dapat 
menerimanya atau menyingkirkannya. 
2. Alat bukti keterangan ahli 
Kekuatan pembuktian yang terdapat dalam alat bukti keterangan ahli 
ini adalah harus sesuai dengan tata cara pembuktian dalam pemeriksaan 
sidang pengadilan maka keterangan ahli tersebut menjadi alat bukti yang sah 
menurut undang-undang dan sekaligus memiliki nilai pembuktian. 
3. Alat bukti surat 
Parameter untuk mengukur kekuatan pembuktian alat bukti surat 
sebagai alat bukti surat sebagai alat bukti yang sah dapat dilihat dari dua 
segi, yaitu : 
1. Ditinjau dari segi formal, alat bukti surat yang disebut pada pasal 187 
huruf a, b, dan c adalah alat bukti yang sempurna. Sebab bentuk-bentuk 
surat yang disebut didalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas 
yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, 
alat bukti resmi mempunyai nilai pembuktian formal yang sempurna dan 
dengan sendirinya bentuk dan isi surat tersebut adalah : 
a. Sudah benar, kecuali dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lain. 
b. Semua pihak tidak dapat lagi menilai kesempurnaan bentuk dan 
perbuatannya. 
c. Juga tidak dapat menilai kebenaran keterangan yang dituangkan 
pejabat yang berwenang didalamnya sepanjang isi keterangan 
tersebut tidak dapat dilumpuhkan oleh alat bukti lain. 
d. Dengan demikian ditinjau dari segi formal isi keterangan yang 
tertuang didalamnya hanya dapat dilumpuhkan dengan alat bukti 
lain, baik berupa alat bukti keterangann saksi, keterangan ahli 
ataupun keterangan terdakwa. 
2. Ditinjau dari segi materiil 
Dari sudut materiil semua alat bukti surat yang tertuang dalam Pasal 187 
bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat. Nilai kekuatan 
pembuktian alat bukti surat sama halnya dengan kekuatan pembuktian saksi 
dan keterangan ahli yaitu mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat 
bebas. Oleh karenanya nilai kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada 
hakim yang didasarkan pada beberapa asas dalam proses pemeriksaan 
perkara pidana. 
Dengan demikian dapat dismpulkan bahwa bagaimanapun sempurnanya 
nilai pembuktian surat, kesempurnaan itu tidak merubah sifatnya menjadi 
alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas, yakni 
bergantung pada hakim untuk secara bebas menilainya. 
3. Alat bukti petunjuk 
Adapun mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa 
dengan sifat dan kekuatannya dengan alat bukti lainnya, dimana hakim tidak 
terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, oleh 
karena itu hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya 
pembuktian. Dan petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri 
membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat kepada prinsip asas batas 
minimum pembuktian. Oleh karena itu agar petunjuk mempunyai nilai 
pembuktian yang cukup harus didukung sekurang-kurangnya 1 (satu) alat 
bukti. 
4. Alat bukti keterangan terdakwa 
Kekuatan pembuktian dari alat bukti keterangann terdakwa adalah 
bahwa dalam persidangan yang dinyatakan dimuka hakim, merupakan 
keterangan yang menggambarkan bagaimana suatu peristiwa telah terjadi. 
Jika keterangan terdakwa akan dijadikan alat bukti maka ia harus diiringi 
dengan alat bukti lain. 
 
5. Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti 
Didalam praktek hukum acara pidana, pasal 184 KUHAP menegaskan 
apa saja yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti terdiri dari saksi, saksi 
ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. 
Jika dibandingkan dengan barang bukti dapat diartikan sebagai barang 
mengenai delik yang dilakukan dalam pembuktian terjadinya suatu tindak 
pidana. Untuk menjadi barang bukti dalam suatu perkara pidana tidak 
disyaratkan bahwa barang tersebut tertuang dalam surat dakwaan. Barang 
bukti harus diperlihatkan kepada saksi dan juga terdakwa dan menanyakan 
kepadanya apakah dia mengenal benda tersebut. Dalam hal ini hakim 
berwenang untuk tidak mendengar saksi ataupun terdakwa mengenai barang 
bukti apabila dalam sidang pengadilan alat-alat pembuktian merasa cukup 
untuk menghukum terdakwa. Namun yang harus penasehat hukum 
perhatikan tentang barang bukti yang dihadirkan oleh jaksa haruslah sesuai 
dengan fakta persidangan. 
Dengan melihat berbagai ketentuan yang berkaitan dengan alat bukti 
dalam praktek peradilan pidana tentu saja mempunyai konsekuensi hukum 
yang berbeda. Pasal 184 KUHAP yang menjelaskan bahwa alat bukti adalah 
sebagai alat untuk melihat apakah telah terbukti melakukan tindak pidana 
atau tidak. Bahkan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim untuk 
menentukan kesalahan atau tidak terhadap pelaku. Karena didalam pasal 
183 KUHAP secara tegas dinyatakan, bahwa hakim harus memutuskan 
perkara berdasarkan kepada dua alat bukti yang sah. 
Dalam praktek pidana barang bukti mempunyai kekuatan pembuktian 
apabila diterangkan para saksi, ahli dan surat beserta keterangan tersangka 
yang menerangkan tentang barang bukti tersebut. Akan tetapi barang bukti 
tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat apabila tidak ada saksi, 
ahli, surat dan keterangan tersangka yang menerangkan tentang barang bukti 
tersebut, karena didalam KUHAP mencantumkan barang bukti dapat 
dihadirkan. 
Menurut Hasi Sasangka (2003:99) mengemukakan bahwa barang bukti 
adalah hasil serangkaian tindak penyidik dalam penyitaan, dan atau 
penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau 
menyimpan di bawah penguasaannya terhadap benda bergerak atau tidak 
berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan 
peradilan. 
Dalam memperoleh barang bukti, dapat dilakukan dengan cara sebagai 
berikut : 
1. Penggeledahan, yang diatur dalam Pasal 32 sampai Pasal 37 KUHAP 
dan pasal 125 sampai Pasal 127 KUHAP. 
2. Penyitaan, diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 46 KUHAP dan Pasal 
128 sampai Pasal 130 KUHAP. 
3. Pemeriksaan surat, diatur dalam pasal 47 sampai pasal 49 dan pasal 131 
KUHAP. 
Apabila didalam penggeledahan atau pemeriksaan surat terdapat barang-
barang yang diperlukan untuk pembuktian suatu tindak pidana, maka 
terhadap barang-barang yang ditemukan tersebut dapat dilakukan penyitaan. 
Adapun barang-barang yang bisa dilakukan penyitaan, menurut Pasal 39 
KUHAP adalah : 
1. Benda atau tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana 
2. Benda-benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana 
3. Benda yang dipakai dengan menghalang-halangi proses penyidikan 
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana 
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung atas terjadinya suatu 
tindak pidana. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbedaan alat bukti dengan 
barang bukti adalah sebagai berikut : 
1. Alat bukti adalah sarana yang digunakan untuk membuktikan dalil suatu 
pihak didalam suatu persidangan, sedangkan barang bukti adalah alat 
yang dipakai untuk melakukan suatu perbuatan atau tindak pidana. 
2. Alat bukti digunakan untuk membuktikan dalil, sedangkan barang bukti 
digunakan untuk meyakinkan Hakim tentang salah atau tidaknya suatu 
pidana. 
 BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data secara lengkap dan konkrit, maka penulis akan 
mengadakan penelitian pada instansi tertentu yang berhubungan dengan obyek yang 
akan diteliti, yaitu Kejaksaan Negeri Takalar dan Pengadilan Negeri Takalar. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Dalam melakukan penelitian, penulis akan mendapatkan data dan atau 
informasi dari berbagai sumber. Namun secara garis besar jenis dan sumber data 
tersebut dapat digolongkan dalam 2 (dua) kelompok yaitu : 
1. Data Primer 
Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi 
penelitian melalui kegiatan wawancara dengan pihak terkait, seperti 
jaksa, hakim, dan pihak terkait lainnya. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP), buku-buku literature, makalah-
makalah hasil seminar dan karya tulis dari ahli hukum. 
 
 
C. Teknik Pengumpula Data 
Metode pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi 
adalah : 
1. Studi Pustaka 
Metode ini dilakukan dengan mencari data dengan menelaah peraturan 
perundang-undangan terutama KUHAP, literature, makalah, dan karya 
tulis dari ahli hukum yang ada relevansinya atau kaitannya dengan 
obyek penelitian yang akan dibahas. 
2. Wawancara (Interview) 
Metode ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada 
subyek hukum dalam hal ini hakim, jaksa, atau pihak terkait lainnya 
mengenai obyek penelitian atau masalah yang akan dibahas yang ada 
relevansi dan kaitannya dengan obyek penelitian tersebut. 
D. Analisis Data 
Data yang terkumpul, yaitu data primer dan data sekunder kemudian disusun 
secara sistematis, logis, dan yuridis kemudian dilakukan analisa secara kuantitatif 
guna mendapatkan gambaran secara nyata dan komprehensif yang sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan terkait dengan obyek penelitian ini. Dengan 
demikian analisa data ini diharapkan dapat memberikan kesimpulan akhir dari 
seluruh penelitian. 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Penuntut Umum Membuktikan Terjadinya Tindak Pidana Narkotika 
dalam Perkara Pidana Nomor 79/Pid. B/2012/PN. Takalar 
1. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika  
Dengan meningkatnya tindak pidana narkotika di Indonesia pada 
umumnya disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu : pertama, bagi para pengedar 
menjanjikan keuntungan besar, sedangkan bagi para pemakai dijanjikan 
ketentraman dan ketenangan hidup. Sehingga beban psikis yang dialami dapat 
dihilangkan. Kedua, janji yang diberikan bahwa narkotika itu dapat 
menghilangkan rasa takut terhadap apapun termasuk resiko tertangkap menjadi 
berkurang dan akan menimbulkan rasa keberanian untuk melakukan sesuatu. 
Tindak pidana penyalahgunaan narkotika memiliki dampak yang dapat 
menyebabkan kematian, ketagihan dan terkena berbagai macam penyakit. Oleh 
karena itu jika masyarakat sudah mengkomsumsi narkotika seiring 
berkesinambungan kekerasan dan kriminalitas akan meningkat serta 
mengancam ketahanan nasional karena generasi kita akan hilang dan hancur 
akibat narkotika ini. Mengingat dengan itu generasi muda diperluka kesadaran 
supaya dapat mengatasi penyeberan narkotika yang bias merusak mental bangsa 
sebagai modal pembangunan bangsa. 
Motivasi dan penyebab mengapa orang mengkomsumsi narkotika 
tersebut antara lain : sebagai tindakan pemberontakan karena adanya penolakan 
oleh lingkungan seperti adanya perasaan minder, dan juga bisa dipengaruhi oleh 
karena latar belakang dari keluarga yang berantakan, patah hati atau hal-hal 
lainnya. 
Dalam system hukum di Indonesia bahwa tindak pidana narkotika 
dikualifikasi sebagai kejahatan di bidang narkotika yang diatur dalam undang-
undang narkotika. Bahwa narkotika dalam undang-undang ini merupakan zat 
atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan dari tanaman baik sintetis 
maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan 
kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan 
dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-
golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian 
ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan. 
Dengan adanya undang-undang narkotika ini pada kenyataannya kasus-
kasus penyalahgunaan narkotika tetap terjadi dan meningkat. Dengan itu 
keseriusan pemerintah dalam hal upaya penanggulangan bahaya narkotika telah 
diatur sebelumnya dalam undang-undang No.22 Tahun 1997 tentang narkotika 
menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2009, hal ini merupakan salah satu 
upaya untuk meminimalisir penyalahgunaan dan peredaran narkotika secara 
konsisten dan konsekuen. Bahwa didalam Undang-undang tersebut 
memberlakukan ancaman hukuman paling lama 15 Tahun dan denda Rp. 10 
Miliar terhadap pengedar maupun penggunanya dengan membawa barang bukti. 
Sedangkan pelaku yang membawa lebih dari 5 gram narkoba terancam terkena 
ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun dan 
denda maksimum Rp. 10 Miliar ditambah sepertiga masa hukuman. Berikut 
adalah penjelasan berupa Surat Dakwaan, Alat Bukti, Pembuktian, Dakwaan 
Penuntut Umum, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Putusan Hasim serta 
penjelasan mengenai Penuntut Umum Membuktikan Terjadinya Tindak Pidana 
Narkotika dalam Perkara Pidana Nomor 79/Pid. B/2012/PN. Takalar. 
a. Surat Dakwaan 
“ Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ 
Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana 
khusus pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan 
putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : 
Nama lengkap   : ARFAN APANDI DG TUMPU 
Alias MOKA       Bin DAMANG DG 
JI’JI 
Tempat Lahir  : Kabupaten Takalar 
Umur atau Tanggal Lahir  : 30 Tahun / 10 Maret 1982 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Kebangsaan  : Indonesia 
Tempat Tinggal  : Sompu Raya Kelurahan Sombalabella 
Kecamatan Pattallassang Kabupaten 
Takalar 
Agama  : Islam 
Pekerjaan  : Pegawai Koperasi 
Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 April 2012 dan ditahan berdasarkan 
Surat Perintah/Penetapan penahanan sebagai berikut : 
1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2012 sampai dengan tanggal 24 April 2012 
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2012 sampai dengan 
tanggal 03 Juni 2012 
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2012 sampai dengan 
tanggal 18 Juni 2012 
4. Hakim Pengadilan Negeri Takalar sejak tanggal 13 Juni 2012 sampai dengan 
tanggal 12 Juli 2012 
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Takalar sejak tanggal 13 Juli 2012 
sampai dengan tanggal 10 September 2012 
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum 
PENGADILAN NEGERI tersebut; 
Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor : 
110/Pen.Pid/2012/PN.TK tanggal 13 Juni 2012 tantang penunjukan Majelis 
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. 
Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 
82/Pen.Pid/2012/PN.TK tanggal 13 Juni 2012 tentang hari sidang. 
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, telah mendengar 
keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan 
Telah memeriksa bukti surat berupa berita acara pemeriksaan laboratories 
kriminalistik tanggal 05 April 2012 dengan No. LAB : 479/NNF/IV/2012 dan 
ditandatangani oleh Dra. Sugiharti, Faizal Rachmad, ST dan Arianata Vira T, S. 
Si. 
Telah mendengar dan membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 25 
Juli 2012 No. Reg. Perkara : PDM-74/TKLAR/Ep. 1/05/2012, yang pada 
pokoknya menyatakan sebagai berikut sebagai berikut : 
1. Menyatakan terdakwa ARPAN APANDI DG TUMPU Alias MOKA Bin 
DAMANG DG JI’JI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau 
menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika sesuai dakwaan subsidair 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARPAN APANDI DG TUMPU 
Alias DG JI’JI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 
dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani 
selama proses pemeriksaan 
3. Menjatuhka pidana denda terhadap terdakwa ARPAN APANDI DG TUMPU 
Alias DG JI’JI sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) 
subsidair 4 (empat) bulan penjara 
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan 
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 
- 2 (dua) paket/bungkusan plastic bening yang berisikan serbuk/butiran 
Kristal berwarna putih yang diduga zat Narkotika Golongan I jenis shabu 
- 7 (tujuh) paket/bungkusan plastic bening yang berisikan serbuk/butiran 
Kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu 
- 1 (satu) lembar kertas berwarna putih kuning 
- 1 (satu) batang besi warna krom dan ujungnya berwarna putih berbentuk 
pipa yang berukuran kecil 
- 1 (satu) kotak warna hitam terbuat dari besi  
dirampas untuk dimusnahkan 
- 1 (satu) buah HP merk Nokia 
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.318.000,- (satu juta tiga ratus delapanbelas 
ribu rupiah) 
Masing –masing dirampas untuk Negara 
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul merah No.Pol. DD 3530 CA, dan 1 
(satu) lembar baju kemeja berwarna hitam lengan pendek 
Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa 
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- 
(Lima Ribu Rupiah) 
Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan di persidangan yang 
pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa merupakan 
tulang punggung keluarga, dan atas permohonan terdakwa Penuntut Umum tetap 
pada tuntutannya.  
b. Alat Bukti 
Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik yang 
dituangkan dalam berita acara No. LAB : 479/NNF/IV/2012 tanggal 06 April 
2012 menerangkan antara lain : 
- Barang Bukti : 
Barang bukti yang diterima berupa dua bungkus warna coklat berlak 
segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya 
terdapat : 
1.2 (dua) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat 
netto seluruhnya 0,5409 gram. 
2.7 (tujuh) sachet plastik bening bekas pakai. 
3.1 (satu) botol kaca berisi urine. 
Barang bukti tersebut diatas adalah milik ARPAN APANDI DG TUMPU 
Alias MOKA Bin DAMANG DG JI’JI. 
Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik 
disimpulkan bahwa : 
Barang bukti Kristal bening, sachet plastik bekas pakai dan urine 
milik ARPAN APANDI DG TUMPU Alias MOKA Bin DAMANG DG 
JI’JI tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan 
terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran undang-undang 
Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tantang Narkotika. 
- Akhirnya perbuatan terdakwa yang tanpa hak dan melawan hukum, 
memiliki, meyimpan, menguasai, membeli Narkotika Golongan I jenis 
sabu-sabu oleh pihak kepolisian membawa terdakwa dan barang yang 
ditemukan kekantor polisi untuk diproses lebih lanjut. 
c. Pembuktian  
Untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-
saksi yang telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan 
keterangan masing-masing pada pokoknya sebagai berikut : 
Saksi ke-1 MULTI SUKARMANTO Bin MUH ARIF SAHUDA 
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa 
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 April 2012 sekitar pukul 20.00 
Wita di Jalan Umum BTN Bontomatene Kel. Bajeng Kec. 
Pattallassang Kab. Takalar, saksi bersama teman satu tim telah 
melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menyimpan 
dan memiliki narkotika jeni shabu-shabu berdasarkan informasi dari 
masyarakat 
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa pada saat penangkapan hanya 
berjarak 20 meter sehingga saksi dapat melihat dengan jelas apa yang 
dilakukan terdakwa 
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa 
ditemukan barang bukti disaku baju terdakwa berupa 2 (dua) bungkus 
plastik bening berisi butiran Kristal bubuk, 7 (tujuh) bungkus plastic 
bening yang berisikan berkas serbuk/butiran Kristal berwarna putih, 
kertas berwarna putih kuning, batang besi warna krom dan ujungmya 
berwarna putih berbentuk pipa yang berukuran kecil, kotak warna 
hitam terbuat dari besi, HP merk Nokia dan uang tunai sejumlah Rp. 
1.318.000,- ( satu juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) 
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa 
disaksikan oleh Muhammad Said 
- Bahwa terdakwa menjadi target operasi sejak tahun 2011 namun tidak 
bisa dilakukan penangkapan karena tanpa barang bukti 
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan Narkotika 
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan; 
Saksi ke-2 ISMUNANDAR Bin ABD MAJID 
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa 
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 april 2012 sekitar pukul 20.00 
Wita di Jalan Umum BTN Bontomatene Kel. Bajeng Kec. 
Pattallassang Kab. Takalar, saksi bersama teman satu tim telah 
melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menyimpan 
dan memiliki narkotika jenis shabu-shabu berdasarkan informasi dari 
masyarakat 
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa pada saat penangkapan hanya 
berjarak 20 meter sehingga saksi dapat melihat dengan jelas apa yang 
dilakukan terdakwa 
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa 
ditemukan barang bukti disaku baju terdakwa berupa 2 (dua) bungkus 
plastic bening berisi butiran Kristal bubuk, 7 (tujuh) bungkus plastic 
bening yang berisikan bekas serbuk/butiran Kristal berwarna putih, 
kertas berwarna putih kuning, batang besi warna krom dan ujungnya 
berwarna putih berbentuk pipa yang berukuran kecil, kotak warna 
hitam terbuat dari besi, HP merk Nokia dan uang tunai sejumlah Rp. 
1.318.000,- (satu juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) 
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa 
disaksikan oleh Muhammad Said 
- Bahwa terdakwa menjadi target operasi sejak tahun 2011 namun tidak 
bisa dilakukan penangkapan karena tanpa barang bukti 
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk kepemilikan Narkotika 
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan; 
Saksi ke-3 MUH SAID BIN SENGI DG GASSING 
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa 
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 april 2012 sekitar pukul 20.00 
Wita di Jalan Umum BTN Bontomatene Kel Bajeng Kec. 
Pattallassang kab. Takalar, saksi melihat terdakwa ditangkap oleh 
aparat kepolisian karena kepemilikan narkotika dan menjadi saksi 
penggeledahan terdakwa 
- Bahwa saksi melihat polisi mengambil kotak hitam dari kantong baju 
terdakwa, 2 (dua) bungkus berisi serbuk dan beberapa bungkus 
kosong serta sejumlah uang 
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan; 
Menimbang, bahwa selanjutnya telah diajukan kepersidangan barang 
bukti berupa : 
- 2 (dua) paket/bungkusan plastic bening yang berisikan serbuk/butiran 
Kristal berwarna putih yang diduga zat Narkotika Golongan I jenis 
shabu 
- 7 (tujuh) paket/bungkusan plastic bening yang berisikan 
serbuk/butiran krstal berwarna putih yang diduga narkotika jenis 
shabu-shabu 
- 1 (satu) lembar kertas berwarna putih kuning 
- 1 (satu) batang besi warna krom dan ujungnya berwarna putih 
berbentuk pipa yang berukuran kecil 
- 1 (satu) kotak warna hitam terbuat sari besi 
- 1 (satu) buah HP merk Nokia 
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.318.000,- (satu juta tigaratus delapanbelas 
ribu rupiah) 
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol. DD 3530 
CA, 
- 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna hitam lengan pendek 
Atas barang bukti yang diajukan tesebut terdakwa membenarkannya; 
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan kesimpulan 
laboratories kriminalistik tanggal 05 April 2012 dengan No. LAB : 
479/NNF/IV/2012 yang menyatakan : 
Barang bukti Kristal bening, sachet plastic bekas pakai dan urine milik 
ARPAN APANDI DG TUMPU Alias MOKA Bin DAMANG DG JI’JI 
tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar 
dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik 
Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ditandatangani oleh 
Dra. Sugiharti, Faizal Rachmad, ST, dan Arianata Vira T, S.Si. 
Dan terhadap pembacaan laboratories kriminalistik tersebut, saksi-saksi 
dan terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan. 
Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan tidak 
mengajukan saksi-saksi yang meringankan (Ade Charge); 
Menimbang bahwa, selanjutnya terdakwa memberikan keterangan 
sebegai berikut : 
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 April 2012 sekitar pukul 20.00 Wita di 
Jalan Umum BTN Bontomatene Kel. Bajeng Kec. Pattallassang Kab. 
Takalar, saksi Multi dan saksi Ismunandar beserta tim aparat polisi telah 
melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena 
telah menyimpan dan memiliki narkotika jenis shabu-shabu 
- Bahwa dalam penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 
bahwa berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisi butiran Kristal 
bubuk, 7 (tujuh) bungkus plastic bening yang berisikan bekas 
serbuk/butiran Kristal berwarna putih, kertas berwarna puith kuning, 
batang besi warna krom dan ujungnya berwarna putih berbentuk pipa 
yang berukuran kecil, kotak warna hitam trebuat dari besi, HP merk 
Nokia dan uang tunai sejumlah Rp. 1.318.000,- (satu juta tigaratus 
delapanbelas ribu rupiah) 
- Bahwa sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian terdakwa menelepon 
seorang sebagai joki 
- Bahwa terdakwa menjual shabu-shabu selama 1 (satu) tahun  
- Bahwa narkotika yang dibawa terdakwa pada saat penangkapan seberat + 
0.5 gram. 
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka 
segala sesuatu yang terjadi di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam 
berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam 
putusan ini; 
Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan 
terdakwa dan adanya laboratories kriminalistik yang satu dengan yang lain 
saling bersesuaian dan berhubungan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : 
- Bahwa pada hari senin tanggal 02 April 2012 sekitar pukul 20.00 Wita di 
Jalan Umum BTN Bontomatene Kel. Bajeng Kec. Pattallassang Kab. 
Takalar, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 
terdakwa ARPAN APANDI DG TUMPU Alias MOKA Bin DAMANG 
DG JI’JI 
- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan terdakwa 
ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisi 
butiran Kristal bubuk, 7 (tujuh) bungkus plastic bening yang berisikan 
bekas serbuk/butiran Kristal berwarna putih, kertas berwarna putih 
kuning, batang besi berwarna krom dan ujungya berwarna puith 
berbentuk pipa yang berukuran kecil, kotak warna hitam terbuat dari besi, 
HP merk nokia dan uang tunai sejumlah Rp. 1.318.000,- (satu juta 
tigaratus delapanbelas ribu rupiah) 
- Bahwa terdakwa menjadi target operasi sejak tahum 2011 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya 
akan dipertimbangkan apakah terdakwa dipersalahkan telah melakukan 
perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum. 
d. Dakwaan Penuntut Umum 
Terdakwa didakwa oleh jaksa Penuntut Umum telah melakukan 
tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut: 
PERTAMA: 
PRIMAIR 
Bahwa terdakwa ARPAN APANDI DG TUMPU Alias MOKA BIN 
DAMANG DG JI’JI pada hari senin tanggal 02 April 2012 sekitar jam 20.00 
Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di 
jalan umum BTN Bonto Matene Kelurahan Bajeng Kecamatan Pattallassang 
Kabupaten Takalar atau setidak-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum 
pengadilan Negeri Takalar, yang tanpa hak atau melawan hukum 
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi 
perantara dalam hal jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika 
Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara perbuatan antara lain 
sebagai berikut : 
- Berawal ketika petugas Kepolisian Resor Takalar menerima laporan dari 
Masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa akan 
terjadi transaksi narkoba pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut 
diatas sehingga petugas Kepolisian Resor Takalar yaitu Multi 
Sukarmanto Bin Muh. Arif Sahuda, Ismunandar Bin Abd. Majid dan 
Muh. Tasrif segera menuju ketempat yang dimaksud untuk mengecek 
kebenarannya. 
- Selanjutnya petugas Kepolisian yaitu Multi Sukarmanto Bin Muh. Arif 
sahuda, Ismunandar Bin Abd, Majid dan Muh. Tasrif tiba dengan 
berpencar melakukan pengintaian dan setelah kurang lebih 1 (satu) jam 
menunggu terdakwa dating dengan menggunakan sepeda motor Mio 
nomor polisi DD 3530 CA dan kemudian berhenti tidak jauh dari 
petugas kepolisian mendengar terdakwa menelpon seseorang dan 
terdakwa kembali mengendarai sepeda motornya selanjtnya petugas 
kepolisian melompat dan berusaha menahan sepeda motor yang 
digunakan terdakwa dengan mengambil kunci kontak motor tersebut 
penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh salah satu 
warga dan ditemukan bungkusan kotak besi berwarna hitam yang 
ditemukan didalam saku baju kemeja terdakwa yang berisikan antara lain 
: 
- 2 (dua) bungkus plastic kecil bening yang masing-masing berisikan 
butiran Kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu 
- 7 (tujuh) bungkus plastic kecil bening yang masing-masing berisikan sisa 
butiran Kristal warna putih narkotika Golongan I jenis sabu-sabu 
- 1 (satu) lembar kertas kecil warna putih kuning (kertas rokok) 
- 1 (satu) batang besi warna krom dan ujungnya berwarna putih berbentuk 
pipa yang berukuran kecil. 
Petugas Kepolisian Resor Takalar juga menemukan 8 (delapan) lembar 
uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 9 (Sembilan) lembar 
uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dalam 
dompet Terdakwa, disamping itu juga ditemukan 1 (satu) lembar uang 
pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan 
Rp 10 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima 
ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan 
1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang ditemukan 
juga dalam saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa. 
Perbuatan Terdakwa ARPAN ARPANDI DG TUMPU Alisas MOKA 
BIN DAMANG DG JI’JI sebagaimana diatur dan diancama pidana dalam 
Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 
Tentang Narkotika 
KEDUA 
SUBSIDAIR 
Bahwa terdakwa ARPAN APANDI DG TUMPU Alias MOKA BIN 
DAMANG DG JI’JI  pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam 
Dakwaan Primair, terdakwa ARPAN APANDI DG TUMPU Alias MOKA BIN 
DAMANG DG JI’JI, yang tanpa hak atau melawan hukum memliki, 
menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan 
tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara perbuatan antara lain sebagai 
berikut : 
- Berawal ketika petugas Kepolisian Resor Takalar menerima laporan dari 
Masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa akan terjadi 
transaksi narkoba pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas 
sehingga petugas Kepolisian Resor Takalar yaitu Multi Sukarmanto Bin 
Muh. Arif Sahuda, Ismunandar Bin Abd. Majid dan Muh. Tasrif segera 
menuju ketempat yang dimaksud untuk mengecek kebenarannya. 
- Selanjutnya petugas Kepolisian yaitu Multi Sukarmanto Bin Muh. Arif 
sahuda, Ismunandar Bin Abd, Majid dan Muh. Tasrif tiba dengan berpencar 
melakukan pengintaian dan setelah kurang lebih 1 (satu) jam menunggu 
terdakwa dating dengan menggunakan sepeda motor Mio nomor polisi DD 
3530 CA dan kemudian berhenti tidak jauh dari petugas kepolisian 
mendengar terdakwa menelpon seseorang dan terdakwa kembali 
mengendarai sepeda motornya selanjtnya petugas kepolisian melompat dan 
berusaha menahan sepeda motor yang digunakan terdakwa dengan 
mengambil kunci kontak motor tersebut penggeledahan terhadap terdakwa 
dengan disaksikan oleh salah satu warga dan ditemukan bungkusan kotak 
besi berwarna hitam yang ditemukan didalam saku baju kemeja terdakwa 
yang berisikan antara lain : 
- 2 (dua) bungkus plastic kecil bening yang masing-masing berisikan 
butiran Kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu 
- 7 (tujuh) bungkus plastic kecil bening yang masing-masing berisikan sisa 
butiran Kristal warna putih narkotika Golongan I jenis sabu-sabu 
- 1 (satu) lembar kertas kecil warna putih kuning (kertas rokok) 
- 1 (satu) batang besi warna krom dan ujungnya berwarna putih berbentuk 
pipa yang berukuran kecil. 
Petugas Kepolisian Resor Takalar juga menemukan 8 (delapan) lembar uang 
pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 9 (Sembilan) lembar uang 
pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dalam dompet 
Terdakwa, disamping itu juga ditemukan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 
20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10 
(sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu 
rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan 1 
(satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang ditemukan juga 
dalam saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa. 
 
Perbuatan Terdakwa ARPAN ARPANDI DG TUMPU Alisas MOKA 
BIN DAMANG DG JI’JI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 
Tentang Narkotika. 
Berdasarkan fakta tersebut diatas apakah terdakwa dapat dipersalahkan 
melakukan sebagaimana yang di dakwakan, yang di susun secara alternatif 
yaitu ;  
Dakwaan pertama:  
Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 
No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
Dakwaan kedua:  
Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 
2009 Tentang Narkotika. 
Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu maka 
sampailah kepada pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan, 
dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 
No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-
Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika . 
Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan kesesuaian unsur dakwaan 
subsidair Penuntut Umum yang terdakwa telah melanggar Pasal 112 ayat (1) 
UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  itu mengandung unsur-
unsur sebagai berikut : 
1. Setiap orang  
2. Tanpa hak atau melawan hukum 
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 
4. Narkotika golongan 1 bukan tanaman. 
Menimbang , bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan unsur-unsur tersebut. 
Ad.1. Setiap Orang 
Menimbang, bahwa pada umumnya setiap orang diartikan sebagai 
subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya. 
Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap Orang” sebagai siapa 
saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum 
yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan 
mengenai pembenaran terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama 
dan pembenaran para saksi didepan persidangan yang membenarkan bahwa 
yang sedang diadili dimuka persidangan adalah terdakwa ARPAN APANDI 
DG TUMPU Alias MOKA Bin DAMANG DG JI’JI, maka jelaslah unsure 
“setiap orang” yang dimaksud ialah terdakwa ARPAN APANDI DG 
TUMPU Alias MOKA Bin DAMANG DG JI’JI , maka jelaslah unsur “setiap 
orang” yang dimaksud ialah terdakwa ARPAN APANDI DG TUMPU Alias 
MOKA Bin DAMANG DG JI’JI sehingga dengan sendirinya unsur “setiap 
orang” telah terpenuhi 
 
Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum 
 
Menimbang, bahwa pengertian lain dari kalimat tanpa hak adalah tidak 
mempunyai hak sebagaimana yang telah diatur atau ditentukan oleh 
peraturan perundang-undangan. 
Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “melawan hukum” dengan 
berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves. simons, 
Pompe, dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan 
hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang 
berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman 
sehingga dapat diartikan mengambil atau memiliki sesuatu tanpa 
sepengetahuan dan tapa izin. 
Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam arti dengan 
terbuktinya “ tanpa hak “ tentu sudah cukup terpenuhi meskipun pada 
kenyataannya unsur “ melawan hukum” jika dibuktikan akan terbukti pula. 
Tidak masalah apakah salah satu saja yang terbukti atau dua-duanya telah 
menjadikan unsur ini terpenuhi. 
Bahwa setiap pengedaran Narkotika baik berupa kegiatan penyaluran 
maupun kegiatan penyerahan narkotika golongan 1 telah diatur oleh Menteri 
Kesehatan Republik Indonesia yang oleh karenanya pihak-pihak atau mereka 
yang tidak diberikan ijin sebagaimana yang tersebut dalam Peraturan Menteri 
Kesehatan adalah tidak mempunyai hak untuk melaksanakan peredaran, 
sehingga dengan demikian terdakwa ARPAN APANDI DG TUMPU Alias 
MOKA Bin DAMANG DG JI’JI sebagai pelaku tindak pidana tidak 
mempunyai hak membawa atau memiliki narkotika golongan 1 jenis shabu-
shabu karena tidak mempunyai izin serta bertentangan dengan peraturan 
pemerintah dalam hal membawa atau memiliki narkotika, sehingga dengan 
sendirinya unsur “ tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi. 
 
Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 
Menimbang, bahwa mengenai “ memiliki “ berarti mempunyai dalam 
artian haruslah sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang 
tersebut ada dalam tangannya ataukah tidak yang diperoleh dengan cara 
membeli ataupun cara-cara lainnya dan haruslah ada hubungan secara 
langsung antara pelaku dengan barang tersebut. 
Menimbang, bahwa mengenai “ menyimpan “ berarti menaruh ditempat 
yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap 
barang tersebut. 
Menimbang, bahwa mengenai “ menguasai “ berarti berkuasa atas 
(sesuatu) dan dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya 
sehingga dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada 
orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar 
berkuasa atas barang tersebut. 
Menimbang, bahwa mengenai “ menyediakan “ berarti menyiapkan, 
mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. 
 
Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam arti salah satu 
saja yang terbukti tentu sudah cukup terpenuhi meskipun pada kenyataannya 
unsur lainnya jika dibuktikan atau terbukti pula. Tidak masalah apakah salah 
satu saja yang terbukti atau kesemuanya yang terbukti telah menjadikan 
unsur ini terpenuhi. 
Menimbang, bahwa menurut doktrin dan yurisprudensi adalah sudah 
cukup terdapat suatu kenyataan bahwa terdakwa mempunyai niat untuk 
memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah sebagai 
milik pribadinya dengan tanpa beban dan rasa takut dan khawatir akan 
keberadaan yang ada pada terdakwa. 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MULTI dan saksi 
ISMUNANDAR dari aparat kepolisian yang melakukan penangkapan 
terhadap terdakwa di depan persidangan yang menerangkan bahwa benar 
saksi MULTI dan saksi ISMUNANDAR telah melakukan penangkapan 
terhadap terdakwa pada hari senin tanggal 02 April 2012 sekitar pukul 20.00 
Wita di Jalan umum BTN Bontomatene Kel. Bajeng Kec. Pattallassang kab. 
Takalar, dimana terdakwa kedapatan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu, 
dan saksi MULTI dan saksi ISMUNANDAR waktu melakukan 
penggeledahan terhadap diri terdakwa diketemukan narkotika jenis sabu-sabu 
dan berat + 0,5 gram dalam kantong baju terdakwa yang oleh terdakwa 
dibagi dalam 2 (dua) bungkus plastic bening berisi butiran Kristal bubuk, 7 
(tujuh) bungkus plastic bening yang berisikan berkas serbuk/butiran Kristal 
berwarna putih, kertas berwarna putih kuning, batang besi warna krom dan 
ujungnya berwarna putih berbentuk pipa yang berukuran kecil, kotak warna 
hitam terbuat dari besi, HP merk nokia dan uang tunai sejumlah Rp. 
1.318.000,- (satu juta tigaratus delapanbelas ribu rupiah). 
Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta yang terlah teruraikan 
tersebut diatas dengan sendirinya “memiliki, menyimpan, menguasai, atau 
menyediakan “ telah terpenuhi. 
Ad.4. Narkotika golongan 1 tanaman. 
Menimbang, bahwa setiap pelanggaran Narkotika tidak perlu 
menyangkut sikap bathin daripada terdakwa, apakah ada niat bathin atau 
tidak untuk memiliki barang tersebut yaitu Narkotika golongan 1 bukan 
tanaman. 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau 
obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun 
semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, 
hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 
menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan. 
Hal tersebut akan lebih merugikan apabila disertai dengan penyalahgunaan 
dan peredaran narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar 
bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat 
melemahkan ketahanan nasional. 
Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang 
Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan 
narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk 
tujuan pengembangan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai 
potensi yang snagat tinggi mengakibatkan ketergantungan. 
Menimbang, bahwa narkotika golongan I bukan tanaman telah 
ditentukan secara limitative dalam lampiran Narkotika Gilongan I Undang-
undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang 
merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut. 
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian dari unsur 
narkotika Golongan I dab dengan berdasarkan keterangan para saksi meupun 
keterangan terdakwa sendiri pada hari senin tanggal 02 April 2012 sekitar 
pukul 20.00 Wita di jalan umum BTN Bontomatene Kel. Bajeng Kec. 
Pattallassang Kab. Takalar, terdakwa ditangkap dan telah dilakukan 
penggeledahan terhadap diri terdakwa diketenukan bubuk Kristal bening 
dengan berat + 0,5 gram dalam kantong baju terdakwa dan atas penemuan 
tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut pada laboratorium 
Forensik Polri Cabang Makassar apakah bubuk tersebut masuk dalam 
kategori narkotika atau tidak. 
Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atas bubuk Kristal 
tersebut diperoleh suatu kesimpulan Pemeriksaan laboratories Kriminalistik 
tanggal 05 april 2012 dengan No. LAB : 479/NNF/IV/2012 yang meyatakan 
: 
Barang bukti Kristal bening, mengandung Metamfetamina dengan berat 0,5 
gram dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-
undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 
ditandatangani oleh Dra. Sugiharti, Faizal Rachmad, ST dan Arinata Vira T, 
S.Si, maka majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : 
 Bahwa 2 (dua) paket/bungkusan plastic bening yang berisikan 
serbuk/butiran Kristal berwarna putih seberat 0,5 gram yang mengandung 
Metamfetamina sebagaimana dimaksud dalam nomor urut 61 lampiran 
undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentag Narkotika, dan jikalau 
dikonsumsi maka akan mengakibatkan terjadinya perubahan kesadaran 
seseorang dan dapat menimbulkan ketergantungan. 
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan penerapan 
Unsur Narkotika Golongan I atas perbuatan Terdakwa tersebut diatas, 
sehingga dengan sendirinya Narkotika Golongan I bukan tanaman telah 
terpenuhi. 
 
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dakwaan Subsidair 
Penuntut Umum telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan bersalah 
dan dijatuhi pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut 
Umum dalam Dakwaan Subsidair. 
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa 
dipersidangkan ternyata bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas 
perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang 
terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan 
pembenar atas diri terdakwa adalah orang yang dapat menghapus perbuatan 
pidananya oleh karena terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung 
jawab dan terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa haruslah 
dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. 
e. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Pembacaan tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum yang di bacakan 
pada persidangan pada tanggal 25 Juli 2012 No. Reg. Perkara : PDM-
74/TKLAR/Ep. 1/05/2012, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut 
sebagai berikut : 
1. Menyatakan terdakwa ARPAN APANDI DG TUMPU Alias MOKA Bin 
DAMANG DG JI’JI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan, 
menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI 
No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan subsidair 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARPAN APANDI DG TUMPU 
Alias DG JI’JI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) 
tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa 
jalani selama proses pemeriksaan 
3. Menjatuhka pidana denda terhadap terdakwa ARPAN APANDI DG 
TUMPU Alias DG JI’JI sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta 
rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara 
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan 
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 
- 2 (dua) paket/bungkusan plastic bening yang berisikan serbuk/butiran 
Kristal berwarna putih yang diduga zat Narkotika Golongan I jenis 
shabu 
- 7 (tujuh) paket/bungkusan plastic bening yang berisikan 
serbuk/butiran Kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis 
shabu-shabu 
- 1 (satu) lembar kertas berwarna putih kuning 
- 1 (satu) batang besi warna krom dan ujungnya berwarna putih 
berbentuk pipa yang berukuran kecil 
- 1 (satu) kotak warna hitam terbuat dari besi  
dirampas untuk dimusnahkan 
- 1 (satu) buah HP merk Nokia 
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.318.000,- (satu juta tiga ratus delapanbelas 
ribu rupiah) 
Masing –masing dirampas untuk Negara 
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul merah No.Pol. DD 3530 CA, 
dan 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna hitam lengan pendek 
Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa 
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- 
(Lima Ribu Rupiah). 
 
Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan di persidangan yang 
pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa merupakan 
tulang punggung keluarga, dan atas permohonan terdakwa Penuntut Umum 
tetap pada tuntutannya.  
f. Putusan Pengadilan 
Putusan pengadilan dalam kasus ini menimbang, bahwa berdasarkan 
ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebani membayar 
biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan. 
Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika, undang-undang No. 8  tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini. 
M E N G A D I L I 
1. Menyatakan terdakwa ARPAN APANDI DG TUMPU alias MOKA Bin 
DAMANG DG JI’JI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair. 
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair. 
3. Menyatakan terdakwa ARPAN APANDI DG TUMPU alias MOKA Bin 
DAMANG DG JI’JI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana “TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN, 
MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN “. 
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 
selama 4 (empat) tahun dan 0 (nol) bulan serta denda sebesar Rp. 
800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak 
dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4  (empat) bulan. 
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh 
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
6. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan 
7. Menetapkan agar barang bukti berupa : 
- 2 (dua) paket/bungkusan plastic bening yang berisikan serbuk/butiran 
Kristal berwarna putih yang diduga zat Narkotika Golongan 1 Jenis 
shabu 
- 7 (tujuh) paket/bungkusan plastic bening yang berisikan 
serbuk/butiran Kristal berwarna putih yang diduga narkitka jenis 
shabu-shabu. 
- 1 (satu) lembar kertas berwarna putih kuning 
- 1 (satu) batang besi warna krom dan ujungnya berwarna putih 
berbentuk pipa yang berukuran kecil 
- 1 (satu) kotak warna hitam terbuat dari besi 
Dirampas untuk dimusnahkan 
- 1(satu) buah HP merk Nokia 
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.318.000,- (satu juta tigaratus delapanbelas 
ribu rupiah) 
Dirampas untuk Negara 
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol. DD 3530 
CA. 
- 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna hitam lengan pendek 
dikembalikan kepada terdakwa 
1. Membebankan kepda terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 
5.000,- (Lima ribu rupiah). 
Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Takalar pada hari : Rabu, tanggal 08 Agustus 2012 oleh kami : 
SILVIANY S, SH.MH sebagai Hakim ketua Majelis, HAMDAN 
SARIPUDDIN, SH. Serta  NOVY NURHADHAYANTI, SH, masing-masing 
sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan. Diucapkan pada persidangan 
yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim 
tersebut dengan dibantu oleh SULASRINA panitera pengganti pada Pengadilan 
Negeri Takalar serta dihadiri oleh RAHMAT SENTOSA, SH, Jaksa Penuntut 
Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar dan dihadapan Terdakwa. 
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana 
Nomor 79/Pid. B/2012/PN. Takalar. 
1. Pertimbangan Hakim 
Menimbang, bahwa karena disusun secara alternatif maka memberi 
leluluasaan bagi hukim untuk memilih satu diantara dakwaan yang di 
indikasikan terbukti;  
Menimbang, bahwa untuk itu hakim akan mempertimbangkan 
dakwaan subsidair, melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika  itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 
1 Setiap orang  
2. Tanpa hak atau melawan hukum 
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 
4. Narkotika golongan 1 bukan tanaman. 
Menimbang , bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan unsur-unsur tersebut. 
Ad.1. Setiap Orang 
Menimbang, bahwa unsur “ setiap orang “ telah dipertimbangkan dalam 
dakwaan Primair diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil 
alih seluruh pertimbangan hukum dari unsur “setiap orang” yang telah 
terpenuhi dalam dakwaan primair tersebut kedalam dakwaan subsidair ini, 
sehingga dengan sendirinya unsir “setiap orang” telah terpenuhi. 
 
Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum 
 
Menimbang, bahwa mengenai “ tanpa Hak atau Melawan Hukum “ telah 
pula dibahas dan diuraikan oleh Majelis dalam pertimbangan dakwaan 
primair maka selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh 
pertimbangan hukum dari unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” yang 
telah terpenuhi dalam dakwaan primair tersebut kedalam dakwaan subsidair 
ini, sehingga dengan sendirinya unsur “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum “ 
telah terpenuhi. 
 
Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 
Menimbang, bahwa mengenai “ memiliki “ berarti mempunyai dalam 
artian haruslah sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang 
tersebut ada dalam tangannya ataukah tidak yang diperoleh dengan cara 
membeli ataupun cara-cara lainnya dan haruslah ada hubungan secara 
langsung antara pelaku dengan barang tersebut. 
Menimbang, bahwa mengenai “ menyimpan “ berarti menaruh ditempat 
yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap 
barang tersebut. 
Menimbang, bahwa mengenai “ menguasai “ berarti berkuasa atas 
(sesuatu) dan dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya 
sehingga dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada 
orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar 
berkuasa atas barang tersebut. 
Menimbang, bahwa mengenai “ menyediakan “ berarti menyiapkan, 
mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. 
 
Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam arti salah satu 
saja yang terbukti tentu sudah cukup terpenuhi meskipun pada kenyataannya 
unsur lainnya jika dibuktikan atau terbukti pula. Tidak masalah apakah salah 
satu saja yang terbukti atau kesemuanya yang terbukti telah menjadikan 
unsur ini terpenuhi. 
Menimbang, bahwa menurut doktrin dan yurisprudensi adalah sudah 
cukup terdapat suatu kenyataan bahwa terdakwa mempunyai niat untuk 
memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah sebagai 
milik pribadinya dengan tanpa beban dan rasa takut dan khawatir akan 
keberadaan yang ada pada terdakwa. 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MULTI dan saksi 
ISMUNANDAR dari aparat kepolisian yang melakukan penangkapan 
terhadap terdakwa di depan persidangan yang menerangkan bahwa benar 
saksi MULTI dan saksi ISMUNANDAR telah melakukan penangkapan 
terhadap terdakwa pada hari senin tanggal 02 April 2012 sekitar pukul 20.00 
Wita di Jalan umum BTN Bontomatene Kel. Bajeng Kec. Pattallassang kab. 
Takalar, dimana terdakwa kedapatan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu, 
dan saksi MULTI dan saksi ISMUNANDAR waktu melakukan 
penggeledahan terhadap diri terdakwa diketemukan narkotika jenis sabu-sabu 
dan berat + 0,5 gram dalam kantong baju terdakwa yang oleh terdakwa 
dibagi dalam 2 (dua) bungkus plastic bening berisi butiran Kristal bubuk, 7 
(tujuh) bungkus plastic bening yang berisikan berkas serbuk/butiran Kristal 
berwarna putih, kertas berwarna putih kuning, batang besi warna krom dan 
ujungnya berwarna putih berbentuk pipa yang berukuran kecil, kotak warna 
hitam terbuat dari besi, HP merk nokia dan uang tunai sejumlah Rp. 
1.318.000,- (satu juta tigaratus delapanbelas ribu rupiah). 
Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta yang terlah teruraikan 
tersebut diatas dengan sendirinya “memiliki, menyimpan, menguasai, atau 
menyediakan “ telah terpenuhi. 
Ad.4. Narkotika golongan 1 tanaman. 
Menimbang, bahwa setiap pelanggaran Narkotika tidak perlu 
menyangkut sikap bathin daripada terdakwa, apakah ada niat bathin atau 
tidak untuk memiliki barang tersebut yaitu Narkotika golongan 1 bukan 
tanaman. 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau 
obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun 
semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, 
hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 
menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan. 
Hal tersebut akan lebih merugikan apabila disertai dengan penyalahgunaan 
dan peredaran narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar 
bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat 
melemahkan ketahanan nasional. 
Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang 
Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan 
narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk 
tujuan pengembangan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai 
potensi yang snagat tinggi mengakibatkan ketergantungan. 
Menimbang, bahwa narkotika golongan I bukan tanaman telah 
ditentukan secara limitative dalam lampiran Narkotika Gilongan I Undang-
undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang 
merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut. 
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian dari unsur 
narkotika Golongan I dab dengan berdasarkan keterangan para saksi meupun 
keterangan terdakwa sendiri pada hari senin tanggal 02 April 2012 sekitar 
pukul 20.00 Wita di jalan umum BTN Bontomatene Kel. Bajeng Kec. 
Pattallassang Kab. Takalar, terdakwa ditangkap dan telah dilakukan 
penggeledahan terhadap diri terdakwa diketenukan bubuk Kristal bening 
dengan berat + 0,5 gram dalam kantong baju terdakwa dan atas penemuan 
tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut pada laboratorium 
Forensik Polri Cabang Makassar apakah bubuk tersebut masuk dalam 
kategori narkotika atau tidak. 
Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atas bubuk Kristal 
tersebut diperoleh suatu kesimpulan Pemeriksaan laboratories Kriminalistik 
tanggal 05 april 2012 dengan No. LAB : 479/NNF/IV/2012 yang meyatakan: 
“Barang bukti Kristal bening, mengandung Metamfetamina dengan berat 
0,5 gram dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran 
Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika dan ditandatangani oleh Dra. Sugiharti, Faizal Rachmad, ST 
dan Arinata Vira T, S.Si, maka majelis Hakim berpendapat sebagai 
berikut : 
- Bahwa 2 (dua) paket/bungkusan plastic bening yang berisikan 
serbuk/butiran Kristal berwarna putih seberat 0,5 gram yang 
mengandung Metamfetamina sebagaimana dimaksud dalam nomor 
urut 61 lampiran undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentag 
Narkotika, dan jikalau dikonsumsi maka akan mengakibatkan 
terjadinya perubahan kesadaran seseorang dan dapat menimbulkan 
ketergantungan. 
 
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan penerapan 
Unsur Narkotika Golongan I atas perbuatan Terdakwa tersebut diatas, 
sehingga dengan sendirinya Narkotika Golongan I bukan tanaman telah 
terpenuhi. 
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Subsidair 
Penuntut Umum telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan bersalah 
dan dijatuhi pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut 
Umum dalam Dakwaan Subsidair. 
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa 
dipersidangkan ternyata bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas 
perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang 
terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan 
pembenar atas diri terdakwa adalah orang yang dapat menghapus perbuatan 
pidananya oleh karena terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung 
jawab dan terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa haruslah 
dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. 
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan 
hal-hal sebagai berikut : 
Hal yang memberatkan : 
- Perbuatan Terdakwa memerusak mental generasi muda dan bertentangan 
dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas Narkoba. 
Hal yang meringankan : 
- Terdakwa sopan di persidangan dan mengaku terus terang  
- Terdakwa belum pernah dipidana 
- Terdakwa menyesali perbuatannya 
- Terdakwa merupakan kepala keluarga yang masih punya tanggungan istri 
dan anak 
Menimbang, bahwa untuk masa penangkapan dan penahanan yang telah 
dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dank arena 
pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan serta untuk 
menjamin kepastian hukum maka terdakwa haruslah tetap barada dalam 
tahanan. 
Menimbang untuk barang bukti berupa : 
- 2 (dua) paket/bungkusan plastic bening yang berisikan serbuk/butiran 
Kristal berwarna putih yang diduga zat Narkotika Golongan I jenis 
shabu 
- 7 (tujuh) paket/bungkusan plastic bening yang berisikan 
serbuk/butiran Kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis 
shabu-shabu 
- 1 (satu) lembar kertas berwarna putih kuning 
- 1 (satu) batang besi warna krom dan ujungnya berwarna putih 
berbentuk pipa yang berukuran kecil 
- 1 (satu) kotak warna hitam terbuat dari besi 
- 1 (satu) buah HP merk nokia 
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.318.000,- (satu juta tigaratus delapanbelas 
ribu rupiah) 
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol. DD 3530 
CA 
- 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna hitam lengan pendek 
2. Putusan Hakim 
1.   Menyatakan terdakwa ARPAN APANDI DG TUMPU alias MOKA Bin 
DAMANG DG JI’JI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana “TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN, 
MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN 
“sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU 
RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan subsidair. 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana 
penjara selama 4 (empat) tahun dan 0 (nol) bulan serta denda sebesar Rp. 
800.000.000,- (dela pan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda 
tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4  (empat) bulan. 
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh 
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan 
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 
- 2 (dua) paket/bungkusan plastic bening yang berisikan serbuk/butiran 
Kristal berwarna putih yang diduga zat Narkotika Golongan 1 Jenis 
shabu 
- 7 (tujuh) paket/bungkusan plastic bening yang berisikan 
serbuk/butiran Kristal berwarna putih yang diduga narkitka jenis 
shabu-shabu. 
- 1 (satu) lembar kertas berwarna putih kuning 
- 1 (satu) batang besi warna krom dan ujungnya berwarna putih 
berbentuk pipa yang berukuran kecil 
- 1 (satu) kotak warna hitam terbuat dari besi 
Dirampas untuk dimusnahkan 
- 1(satu) buah HP merk Nokia 
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.318.000,- (satu juta tigaratus delapanbelas 
ribu rupiah) 
Dirampas untuk Negara 
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol. DD 3530 
CA. 
- 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna hitam lengan pendek 
dikembalikan kepada terdakwa 
6. Membebankan kepda terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah). 
Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Takalar pada hari : Rabu, tanggal 08 Agustus 2012 oleh kami : 
SILVIANY S, SH.MH sebagai Hakim ketua Majelis, HAMDAN 
SARIPUDDIN, SH. Serta  NOVY NURHADHAYANTI, SH, masing-masing 
sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan. Diucapkan pada persidangan 
yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim 
tersebut dengan dibantu oleh SULASRINA panitera pengganti pada Pengadilan 
Negeri Takalar serta dihadiri oleh RAHMAT SENTOSA, SH, Jaksa Penuntut 
Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar dan dihadapan Terdakwa. 
 
 
 
3. Analisis Penulis  
Setelah melakukan penelitian, penulis melihat putusan ini sudah 
sangat sesuai dengan penerapan hukum pidana materiilnya. Karena antara 
tuntutan jaksa, dan keputusan hakim sudah sesuai dengan fakta persidangan.  
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini sudah sesuai dengan 
fakta-fakta yang terjadi, dimana terdakwa melakukan melakukan tindak 
pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 
narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga wajarlah jika terdakwa 
didakwa melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika sesuai dakwaan subsidair. 
Terdakwa haruslah dituntut sesuai dengan perbuatan yang mereka 
lakukan, dalam hal ini tuntutan Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan 
perbuatan terdakwa. Terdakwa yang melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI 
No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, haruslah dituntut dengan seberat-
beratnya sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut.  
Terdakwa sudah sepatutnya mendapatkan sanksi pidana, karena 
berdasarkan fakta-fakta selama persidangan telah tebukti bahwa para 
terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana secara tanpa hak 
memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I 
bukan tanaman unsur-unsur tersebut adalah unsur setiap orang, tanpa hak 
melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, dan 
menyediakan,Narkotika golongan I bukan tanaman, sesuai dakwaan 
subsidair. 
Sebelum menjatuhkan putusan, pertimbangan-pertimbangan yang 
dilakukan oleh hakim sudah sesuai, karena setiap perbuatan tindak pidana 
yang dilakukan seseorang haruslah selalu mempertimbangkan hal-hal yang 
dapat meringankan dan memberatkan terdakwa. Hakim sudah sepatutnya 
memberikan pertimbangan keringanan hukuman kepada terdakwa yang 
merupakan kepala keluarga yang masih mempunyai tanggungan istri dan 
anak dan terdakwa sopan berterus-terang di Pengadilan, dan menyesali 
perbuatannya, namun perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana 
secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 
narkotika golongan I bukan tanaman  haruslah memperoleh sanksi pidana 
yang berat.  
Berdasarkan putusan hakim diatas Penulis menganggap bahwa 
Putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim sudah sesuai, dengan pidana 
penjara 4 (empat) tahun dan 0 (nol) bulan sudah cukup berat dan tentunya 
akan memberi efek jera pada pelaku. Pidana penjara 4 (empat) tahun dan 0 
(nol) bulan, maka sudah sepatutnya pelaku mendapat hukuman yang berat.  
Dalam putusan ini Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 
tentang Narkotika telah diterapkan karena perbuatan terdakwa yang telah 
terbukti melakukan tindak pidana tindak secara tanpa hak memiliki, 
menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan 
tanaman , menjadi salah satu landasan hakim, sehingga pelaku dihukum 
berat. 
 BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka penulis dapat 
menarik kesimpulan sebagai berikut:  
1. Penuntut Umum membuktikan terjadinya tindak pidana narkotika 
dalam perkara pidana Nomor 79/Pid. B/2012/PN. Takalar. 
Berdasarkan hasil penyidikan, alat bukti dan keterangan saksi serta 
pengakuan dari terdakwa adalah Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 
Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika pembunuhan yang 
dilakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai 
Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dalam perkara ini, terdakwa 
dinyatakan bersalah menurut hukum dan harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dijatuhi pidana 
yang setimpal dengan perbuatan terdakwa, tidak ada hal–hal yang 
dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik 
sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf.  
2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dengan 
Nomor 79/Pid. B/2012/PN. Takalar telah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjatuhkan putusan, 
pertimbangan yang memberatkan terdakwa adalah perbuatannya 
dilakukan secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai 
Narkotika Golongan I bukan tanaman, sedangkan yang meringankan 
adalah terdakwa  berterus-terang dan menyesali perbuatannya, 
terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa merupakan kepala 
keluarga yang masih punya tanggungan istri dan anak. Hal ini sudah 
sesuai dengan apa yang seharusnya diterapkan.  
B. Saran  
Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diuraikan maka saran Penulis 
mengenai Implementasi sebagai berikut:  
1. Pelaksanaan penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, konsisten 
dan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
dan peraturan-peraturan yang berlaku. perlu mengusulkan kepada 
pemerintah dan DPR agar dalam undang-undang ditetapkan sanksi 
hukuman minimum bagi para pelaku khususnya pengedar dan 
produsen, disamping sanksi maksimum, serta bagi penyalahguna 
narkoba diberikan kewajiban untuk menjalani terapi dan rehabilitasi 
yang disediakan oleh pemerintah. Pengawasan dan pengendalian 
narkoba dan prekursor legal perlu diperketat dan ditingkatkan untuk 
mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan kepasaran 
gelap.  
2. Peran generasi muda dalam penanggulangan narkoba merupakan 
bentuk kepedulian terhadap kondisi bangsa terkini di tengah maraknya 
peredaran narkoba. Dalam penanggulangan narkoba, generasi muda 
perlu memiliki kemampuan manajerial organisasi kelompok sebaya 
dan pengetahuan dasar seputar narkoba. Oleh karena itu, langkah awal 
adalah pendidikan narkoba pada generasi muda secara dini dan terus-
menerus.  
3.  
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